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ABSTRAK 

 

Skripsi yang berjudul “dampak dari  jarak antara toko modern dengan pasar 

tradisional dalam peraturan bupati sidoarjo nomor 36 tahun  2016 tentang  penataan  

minimarket di kabupaten sidoarjo ditinjau dari fikih siyasah”. Penelitian ini bertujuan 

untuk menjawab dua permasalahan, pertama tentang pelaksanaan peraturan bupati 

Sidoarjo Nomor 36 Tahun 2016 terhadap jarak minimum toko modern dengan pasar 

tradisional?. Kedua, bagaimana tinjauan fikih siyasah terhadap dampak dari jarak toko 

modern dengan pasar tradisional? 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu metode 

penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran 

berdasarkan apa yang terjadi di lapangan, terutama yang berkaitan dengan dampak dari 

jarak antara toko modern dengan pasar tradisional dalam peraturan Bupati Sidoarjo 

Nomor 36 Tahun 2016 tentang penataan minimarket. Metode berfikir yang digunakan 

adalah deduktif menggali data kemudian menganalisis hingga menjadi sebuah 

kesimpulan.  

Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa : Pendirian toko modern (Indomaret) 

disekitar pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo belum sesuai dengan Peraturan bupati 

Sidoarjo Nomor 36 Tahun 2016 tentang penataan minimarket di Kabupaten Sidoarjo 

karena hanya berjarak kurang dari 200 M dari pasar tradisional Larangan. Kedua,  

tinjauan Fikih Siyasah maliyah. Terhadap dampak jarak toko modern dengan pasar 

tradisional di kabupaten sidoarjo termasuk dalam kategori baitul mall karena bertugas 

mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran yang sesuai dengan kemaslahatan 

umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyianyiakanya 

Sejalan dengan uraian di atas maka Pendirian toko modern (indomart) di Sidoarjo 

hendaknya menaati Peraturan Pemerintah dan memperhatikan aspek maslahah dan 

madharatnya. Kepala bidang pasar kota Sidoarjo sebagai dewan pengawas pasar harus 

lebih  meningkatkan pengawasannya sehingga tidak terjadi penyimpangan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Perkembangan globalisasi pada masyarakat telah membawa perubahan. 

Perubahan terhadap pola kehidupan dan kebutuhan masyarakat. Untuk 

memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat muncul berbagai fasilitas 

perbelanjaan. Pasar sebagai salah satu fasilitas perbelanjaan selama ini sudah 

menyatu dan memiliki tempat penting dalam kehidupan masyarakat. Bagi 

masyarakat, pasar bukan sekedar tempat bertemunya penjual dan pembeli. 

Pasar juga wadah interaksi sosial dan representasi nilai-nilai tradisional. 

Dewasa ini berkenaan dengan peraturan perundang-undangan nomor 23 

tahum 2004 tentang perubahan pemerintah daerah dalam hal ini untuk 

menjalankan otonomi daerah kabupaten sidoarjo mewujudkan melalui 

peraturan bupati nomor 36 tahun 2016 tentang jarak pendirian toko modern 

dengan pasar tradisional” guna untuk meningkatkan pembinaan dan 

penataan usaha minimarket sebagai salah satu upaya keberadaan pasar 

tradisional dan usaha mikro, kecil dan menengah 

Pasar adalah sebuah mekanisme pertukaran produk baik berupa barang 

maupun jasa yang alamiyah dan telah berlangsung sejak peradaban manusia. 

Islam menempatkan pasar pada kedudukan yang penting dalam 

perekonomian. praktik ekonomi pada masa Rasulullah SAW dan 

Khulafaurrasyiddin menunjukan adanya peranan pasar yang besar dalam 

pembentukan masyarakat Islam pada masa itu
1
 

Pasar tradisional adalah pasar dengan ciri utama terdapat tawar menawar 

harga dalam proses jual beli, sedangkan pasar modern merupakan area jual 

beli yang memiliki harga yang pasti. Pasar modern dibedakan menjadi pusat 

perbelanjaan dan toko modern. Pusat perbelanjaan adalah suatu area tertentu 

yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal 

                                                           
1
 M. Nur Rianto Al-Arif, Dasar-Dasar Ekonomi Islam, (Solo: Era Adicipta Intermedia, 2011), 

hlm. 175 
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maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau 

dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang. 

Toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri yang menjual 

berbagai jenis barang secara eceran. Toko modern dibedakan menjadi 

minimarket, supermarket, hypermarket, department store dan perkulakan. 

Pembedaan toko modern tersebut didasarkan atas luas lantai dan variasi 

barang dagangan. Minimarket, supermarket dan hypermarket menjual barang 

konsumsi terutama produk makanan dan produk rumahtangga lainnya secara 

eceran.  

Departement Store menjual barang konsumsi utamanya produk sandang 

dan perlengkapannya secara eceran. Minimarket saat ini semakin marak di 

Indonesia, terlebih lagi dengan adanya jaringan minimarket dengan sistem 

franchise atau waralaba seperti Alfamart dan Indomaret. 

Investor lokal dapat dengan mudah mendirikan toko modern franchise 

karena modal yang dibutuhkan tidak terlalu besar. Jaringan toko modern 

seperti Alfamart dan Indomaret memiliki situs internet yang bisa diakses 

oleh semua orang dan memuat informasi tentang cara-cara mendirikan toko 

minimarket waralaba secara rinci. Gerai/outlet Indomaret disyaratkan 

berukuran 50 – 150 m
2
 sementara gerai/outlet Alfamart disyaratkan 

berukuran 150 - 250 m
2
 . Ukuran ruang usaha yang tidak terlalu luas 

memungkinkan terbukanya peluang lebih besar untuk masuk dalam sistem 

waralaba (franchise) tersebut.  

Minat masyarakat untuk berbelanja di minimarket juga meningkat karena 

adanya pendapat bahwa pasar modern lebih rapi, bersih dan praktis daripada 

pasar tradisional, meskipun tak sedikit pula masyarakat yang memilih loyal 

terhadap pasar tradisional. 

Hal ini merupakan pergeseran dari kebutuhan fungsional menjadi 

kebutuhan psikologis kebutuhan fungsional (functional needs) adalah 

kebutuhan yang berhubungan langsung dengan bentuk atau penampilan 

(performance) dari produk, sedangkan kebutuhan psikologis (psychological 
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needs) adalah kebutuhan yang diasosiasikan dengan kebutuhan yang bersifat 

mental dari konsumen yang dapat terpenuhi dengan berbelanja ataupun 

membeli sebuah produk. Terkait dengan kebutuhan masyarakat mengenai 

kebutuhan toko modern. 

Pemerintah menerapkan Peraturan bupati Sidoarjo nomor 36 tahun 2016 

tentang penataan minimarket dikabupaten sidoarjo. Pengertian toko modern 

menurut Pasal 1 angka 5 Perpres 112/2007 adalah toko dengan sistem 

pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang 

berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket 

ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan. Setiap toko modern wajib 

memperhitungkan kondisi sosial ekonomi mayarakat sekitar serta jarak 

antara toko modern dengan pasar tradisional yang telah ada
2
.  

Mengenai jarak antara toko modern tersebut dengan pasar tradisional 

yang saling berdekatan, hal tersebut berkaitan dengan masalah perizinan 

pendirian toko modern (minimarket).  Suatu toko modern harus memiliki 

izin pendirian yang disebut dengan Izin Usaha Toko Modern (IUTM) yang 

diterbitkan oleh Bupati/Walikota. Kemudian kewenangan untuk 

menerbitkan IUTM ini dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas/Unit yang 

bertanggung jawab di bidang perdagangan atau pejabat yang bertanggung 

jawab dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu setempat
3
.  

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat 

judul kegunaan pelaksanaan Sistem jarak minimum antara toko modern 

dengan pasar tradisional menurut peraturan bupati Nomor 36 tahun 

2016.untuk menganalisis, menelaah, dan mendeskripsikan proses ekonomi 

pengelolaan jarak minimum toko modern dengan pasar tradisional  berbasis 

Sistem pasar tradisional, berdasarkan Tinjauan Fiqih Siyasah Maliyah yang 

                                                           
2
 Pasal 4 ayat (1) Perpres 112 tahun 2007 

3
 Peraturan Menteri Perdagangan Pasal 11 No. 53/M-DAG/PER/12/2008 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern- 

“Permendag Nomor 53 Tahun 2008. 
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berdampak terhadap kemaslahatan masyarakat. Tinjauan Fiqih Siyasah 

Maliyah dijadikan kajian dan pembahasan yang kaitannya dengan 

pengelolaan penataan toko modern.  

 

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka dapat 

diketahui banyak permasalahan yang ditemukan. Untuk itu masalah tersebut 

dapat diidentifikasikan sebagai berikut : 

1. Kajian umum tentang pasar 

2. Kajian umum dampak dari jarak minimum dalam peraturan bupati 

3. Kajian umum tentang peraturan bupati Sidoarjo Nomor 36 tahun 2016. 

4. Kajian tentang fikih siyasah maliyah 

5. Bagaimana pelaksanaan peraturan bupati Sidoarjo Nomor 36 tahun 2016 

terhadap jarak minimum toko modern dengan pasar tradisional. 

6. Bagaimana Tinjauan fikih siyasah maliyah terhadap dampak jarak toko 

modern dengan pasar traditional 

Beberapa masalah yang dapat diidentifikasikan, maka penulis membatasi 

terhadap permasalahan tentang pelaksanaan atas peraturan bupati nomor 36 

tahun 2016 tentang penataan toko modern. 

C. Rumusan Masalah 

1. Pelaksanaan peraturan bupati Sidoarjo Nomor 36 tahun 2016 terhadap 

jarak minimum toko modern dengan pasar tradisional? 

2. Bagaimana Tinjauan fiqih siyasah maliyah terhadap dampak dari jarak 

toko modern dengan pasar traditional? 

D. Kajian Pustaka 

Dari hasil kajian pustaka terhadap hasil peneletian sebelumnya, penulis 

tidak menemui judul penelitian sebelumnya yang mempunyai kesamaan akan 

tetapi terdapat kesamaan terhadap subjek penelitian yang akan penulis 

kerjakan, namun, mempunyai cakupan dan permasalahan yang berbeda. 

1. Skripsi “tinjauan hukum islam terhadap pendirian minimarket indomaret 

berdekatan dengan  pasar tradisional ngaliyan (Studi Implementasi 
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Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penataan 

Toko Modern Minimarket Kota Semarang)”
4
 dalam skripsi ini fokus 

pada penelitian terhadap Bagaimana implementasi Peraturan Walikota 

Semarang Nomor 5 Tahun 2013 Tentang  Penataan Toko Modern 

Minimarket Kota Semarang pada toko modern Indomaret di Ngaliyan. 

Disini penulis mengkaji dengan hal yang berbeda dan lebih fokus 

terhadap implementasi pelaksanaan peraturan bupati sidoarjo mengnai 

jarak minimum toko modern dengan pasar tradisional. 

2. Tesis yang berjudul “analisis dampak keberadaan minimarket indomaret 

dan alfamart terhadap ukm dalam kaitannya dengan peraturan presiden 

nomor 112 tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar 

tradisional,  pusat perbelanjaan dan toko modern.”
5
 Pada tesis ini dapat 

di fahami bahwa penilitian yang dituju lebih fokus meneliti tentang 

Bagaimana Dampak Keberadaan Minimarket Indomaret Dan Alfamart 

Terhadap UKM Di Kota Pontianak Dalam Kaitannya Dengan Peraturan 

Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan 

Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern. Disini penulis 

berbeda dalam hal penelitian yang berfokus pada   terhadap 

implementasi pelaksanaan peraturan Bupati Sidoarjo mengenai jarak 

minimum toko modern dengan pasar tradisional. 

3. Skripsi “Dampak keberadaan pasar modern terhadap kondisi pasar 

tradisional bandar jaya di kecamatan terbanggi besar lampung tengah”. 

Dalam skripsi ini focus pada penelitian apakah ada dampak di pasar 

tradisional Bandar Jaya setelah adanya pasar modern di Kecamatan 

Terbanggi Besar Lampung Tengah. Disini penulis mengkaji dengan hal 

yang berbeda dan lebih fokus terhadap implementasi pelaksanaan 

                                                           
4
 Muhammad Afifuddin Rois Ali Ridho, Skripsi: “Tinjauan hukum islam terhadap pendirian 

minimarket indomaret berdekatan dengan  pasar tradisional ngaliyan (Studi Implementasi Peraturan 
Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penataan Toko Modern Minimarket Kota Semarang” 
(Semarang: UIN Wali Songo, 2015) 
5
 Saraswati, Tesis: “Analisis dampak keberadaan minimarket indomaret dan alfamart terhadap 

ukm dalam kaitannya dengan peraturan presiden nomor 112 tahun 2007 tentang penataan dan 
pembinaan pasar tradisional,  pusat perbelanjaan dan toko modern” 
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peraturan bupati sidoarjo mengnai jarak minimum toko modern dengan 

pasar tradisional. 

E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan bupati Sidoarjo Nomor 36 

Tahunn 2016 tentang Penataan minimarket di Kabupaten Sidoarjo ? 

2. Untuk mengetahui dampak dari  jarak antara toko modern dengan pasar 

tradisional dalam peraturan bupati sidoarjo nomor 36 tahun  2016 

tentang  penataan  minimarket di kabupaten sidoarjo ditinjau dari fikih 

siyasah  (studi kasus pasar larangan)   

F. Kegunaan Hasil Penelitian 

Berdasarkan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penilitian ini di harapkan dapat menjelaskan secara rinci 

tentang  peraturan bupati Sidoarjo mengenai tentang jarak minimum toko 

modern dengan pasar tradisional yang berkaitan dengan proses Pelaksaan 

serta pengelolaan pasar yang di realisasikan  berdasarkan peraturan bupati 

nomor 36 tahun 2016. Selain itu di harapkan memperluas kajian atau ilmu 

pengetahuan tentang Sistem Pelaksanaan Peraturan Bupati. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi informasi dan bahan 

masukan bagi Pemerintah daerah  untuk menjadi bahan kajian dalam 

pelaksanaan peraturan. 

G. Definisi Operasional 

Penelitian ini berjudul “dampak dari  jarak antara toko modern dengan 

pasar tradisional dalam peraturan bupati sidoarjo nomor 36 tahun  2016 

tentang penataan minimarket di kabupaten sidoarjo ditinjau dari fikih 

siyasah” Sistem penataan toko modern dalam definisioperasional ini perlu di 

paparkan makna dari konsep atau variabel penelitian, sehingga dapat di 
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jadikan acuan dalam menulusuri, mengkaji atau mengukur variabel 

penelitian.  

1. Fikih Siyasah adalah suatu konsep yang berguna untuk mengatur hukum 

ketatanegaraan dalam bangsa dan negara yang bertujuan untuk mencapai 

kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Berbicara tentang 

Pengelolaan perekonomian dijelaskan dalam fikih siyasah, yakni fikih 

siyasah maliyah yang artinya politik ilmu keuangan, yaitu yang 

mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang 

sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu 

dan menyia-nyiakannya.
6
 

2. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 36 tahun 2016 adalah peraturan yang 

mengatur ruang lingkup tentang penataan minimarket di kabupaten 

sidoarjo. Dalam pasal 4 ayat 1 dijelaskan jarak antara minimarket 

dengan pasar rakyat paling dekat 500 (lima ratus) meter
7
.   

3. Toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri yang 

menjual berbagai jenis barang secara eceran. Toko modern dibedakan 

menjadi minimarket, supermarket, hypermarket, department store dan 

perkulakan. Pembedaan toko modern tersebut didasarkan atas luas lantai 

dan variasi barang dagangan. Minimarket, supermarket dan hypermarket 

menjual barang konsumsi terutama produk makanan dan produk 

rumahtangga lainnya secara eceran. 

4. Pasar tradisional adalah pasar dengan ciri utama terdapat tawar 

menawar harga dalam proses jual beli, sedangkan pasar modern 

merupakan area jual beli yang memiliki harga yang pasti. Pasar modern 

dibedakan menjadi pusat perbelanjaan dan toko modern. Pusat 

perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau 

beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, 

                                                           
6
 Abdullah Muhammad Muhammad al-Qadhi. Siyasah As-Syar’iyah baina Al-Nadariyah wa al-

Tadbiq.( Dar al-Kutub al-Jam’iyah al-hadits,1990). Hal 881. 
7
 Pasal 4 Ayat 1, Peraturan bupati sidoarjo nomor 36 tahun 2016 tentang penataan minimarket 

dikabupaten sidoarjo 
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yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri 

untuk melakukan kegiatan perdagangan barang. 

5. Kabupaten Sidoarjo adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, 

Indonesia. Ibu kotanya adalah Sidoarjo. Kabupaten ini berbatasan 

dengan Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik di utara, Selat Madura di 

timur, Kabupaten Pasuruan di selatan, serta Kabupaten Mojokerto di 

barat. Bersama dengan Gresik, Sidoarjo merupakan salah satu 

penyangga utama Kota Surabaya, dan termasuk dalam kawasan Gerbang 

kertosusila
8
. 

H. Metode Penelitian 

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian empiris, 

yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer 

dan menemukan kebenaran berdasarkan apa yang terjadi di lapangan9, 

dengan objek penelitian terutama yang berkaitan dengan dampak dari 

jarak antara toko modern dengan pasar tradisional dalam peraturan bupati 

Sidoarjo nomor 36 tahun 2016 tentang penataan minimarket. Metode 

berfikir yang digunakan adalah deduktif dan pandangan mahasiswa yakni 

menggali data kemudian menganalisisnya hingga menjadi sebuah 

kesimpulan.
10

 

2. Karakter objek penelitian 

Jenis karakter dalam penelitian ini mengunakan jenis wawancara, 

peninjauan lapangan,dokumentasi. 

3. Data yang di kumpulkan 

Adapun data yang dikumpulkan, adalah : 

                                                           
8
 Wikipedia. 2019. Kabupaten Sidoarjo. (Online)  

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Sidoarjo. Diakses Pada 15 November 2019 
9
 S. Nasution, Metode Recearch (Penelitian Ilmiah), (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 113. 

10 Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayumedia 

Publishing, 2006), 57. 

 
 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten
https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Timur
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Sidoarjo,_Sidoarjo
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Surabaya
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Gresik
https://id.wikipedia.org/wiki/Selat_Madura
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pasuruan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Mojokerto
https://id.wikipedia.org/wiki/Gresik
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Surabaya
https://id.wikipedia.org/wiki/Gerbangkertosusila
https://id.wikipedia.org/wiki/Gerbangkertosusila


 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

9 
 

 
 

a. Data pengelolaan jarak toko modern dengan pasar tradisional menurut 

Peraturan Bupati Nomor 36 tahun 2016 

b.  Data lapangan pasar larangan kabupaten sidoarjo 

c. Pendapat para ahli tata ruang. 

d. Hasil wawancara pihak berwenang. 

e. Teori atau konsep tentang fikih siyasah maliyah terhadap dampak 

jarak toko modern dengan pasar traditional. 

 

 

 

4. Sumber hukum  

Sumber data penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber data 

primer dan sumber data sekunder : 

a. Sumber data primer adalah sumber utama dari penelitian ini, yang 

diperoleh dari masyarakat terkait jarak pasar modern dengan pasar 

traditional. 

b. Sumber data sekunder adalah sumber-sumber yang sifatnya 

mendukung penelitian ini yang terdiri dari perbup Sidoarjo nomor 36 

tahun 2016 tentang penataan toko modern di kabupaten sidoarjo, 

permendagri nomor 53 tahun 2008 tentang pedoman penataan dan 

pembinaan pasar tradisional , pusat perbelanjaan dan toko modern. 

Perpres nomor 112 tahun 2017 tentang penataan dan pembinaan pasar 

tradisional pusat perbelanjaan dan toko modern. 

5. Teknik pengolahan data  

Teknik pengolahan data yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah: 

a. Observasi  

Observasi merupakan salah satu alat penting untuk pengumpulan 

data dalam penelitian kualitatif. Pengamatan tersebut didasarkan pada 

tujuan riset dan pernyataan riset. Berdasarkan pada dua bentuk 

keterlibatan, yaitu partisipasi dan pengamatan.  

b. Wawancara  
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Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi atau percakapan 

antara dua orang atau lebih guna memperoleh informasi. Seorang 

peneliti bertanya langsung kepada subjek atau responden untuk 

mendapatkan informasi yang diinginkan guna mencapai tujuanya dan 

memperoleh data yang akan dijadikan sebagai bahan laporan 

penelitianya
11

.  

Wawancara berfungsi deskriptif yaitu melukiskan atau 

menggambarkan dunia nyata yakni suatu kehidupan seperti yang 

dialami orang lain
12

. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan 

data primer sebagai sumber data pokok, yakni dengan cara 

mewawancarai personal dari pengelola pasar larangan kabupaten 

Sidoarjo. Dan pihak-pihak yang menunjang dalam penelitian ini. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi salah satu metode pemngumpulan data kualitatif 

dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat 

oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Salah satu  

cara ini dapat digunakan untuk mendapatkan gambaran dari pandang 

subjek dari media.  

d. Kepustakaan 

Pustaka merupakan salah satu cara pengumpulan data yang 

digunakan dalam suatu penelitian sosial (empiris). Cara ini dilakukan 

guna memperoleh dari sumber data sekunder, baik dari buku-buku 

,aupun yang lain dengan berhubungan dengan penelitian karya 

ilmiyah.
13

 

6. Teknik Analisis Data 

                                                           
11

 Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayumedia 

Publishing, 2006), Hal 114. 
12

 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial (Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif), 
(Surabaya: Airlangga University Press, Cet. 1, 2012), Hal 110. 
13

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi IV, 

(Yogyakarta: Rineka Cipta, Cet. XI, 2017), Hal 39. 
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Setelah data terkumpul, kemudian langkah selanjutnya adalah 

menganalisis data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis 

data kualitatif yang bersifat deskriptif kualitatif
14

. 

Deskriptif kualitatif adalah metode yang digunakan untuk 

menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak 

digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas, dalam hal ini 

penerapan sistem dampak jarak toko modern dengan pasar tradisional di 

kecamatan candi kabupaten sidoarjo. Kemudian ditinjau dengan fiqih 

siyasah maliyah.  

I. Sistematika Pembahasan  

Agar pembahasan dalam judul kali ini mempunyai alur pikiran yang 

jelas dan terfokus pada pokok permasalahan, maka penulis menyusun 

sistematika pembahasan dalam 5 (lima) bab dari judul “dampak dari  jarak 

antara toko modern dengan pasar tradisional dalam peraturan bupati 

sidoarjo nomor 36 tahun  2016 tentang penataan minimarket di kabupaten 

sidoarjo ditinjau dari fikih siyasah ” meliputi. 

Bab I Pendahuluan. yang menjelaskan tentang uraian latar belakang 

masalah, identifikasi dan batasan masalah, kajian pustaka, tujuan 

penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian 

dan sistematika pembahasan. 

Bab II Landasan Teori. berisi tentang tinjauan umum fiqih siyasah 

maliyah., dasar hukum, konsep yang berkaitan dengan sistem pengelolaan 

pasar tradisional. 

Bab III Laporan Hasil. Berisi tentang laporan hasil data penelitian 

lapangan meliputi deskripsi lokasi penelitian dampak dan jarak toko 

modern dengan pasar tradisional. 

Bab IV berisi tentang penerapan peraturan bupati kabupaten sidoarjo 

tehadap pelaksanaan peraturan tersebut pada pasar larangan yang berada 

di kecamatan candi, kabupaten sidoarjo dan tinajuan fikih syiasah 

                                                           
14

 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, Cet. V, 2009), Hal 22-25. 
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maliayah terhadap dampak jarak batas minimum toko modern dengan 

pasar rakyat terhadap penerapan di pasar larangan kecamatan candi 

kabupaten sidoarjo. 

Bab V Penutup. Merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan 

yang diperoleh untuk menjawab pokok-pokok permasalahan yang ada 

pada rumusan masalah serta sasaran dari penulis.
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BAB II 

TINJAUAN FIKIH SIYASAH AMALIYAH TERHADAP DAMPAK DARI  

JARAK ANTARA TOKO MODERN DENGAN PASAR TRADISIONAL 

DALAM PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 36 TAHUN  2016 

TENTANG  PENATAAN  MINIMARKET DI KABUPATEN SIDOARJO 

A. Pengertian Fiqih Siyasah 

Kata fiqh (fikih) berasal dari faqaha-yafqahu-fiqhan. Secara bahasa, 

pengertian fikih adalah pemahaman yang mendalam dan diasosisasikan 

dengan hasil pemahaman manusia (kaum muslim) terhadap syariat Islam. 

Imam al-Turmudzi, seperti dikutip Amir Syaifuddin, menyebutkan, fiqh 

tentang sesuatu berarti mengetahui batinya sampai kepada kedalamanya.
15

 

Menurut istilah, fiqih adalah ilmu atau pemahaman tentang hukum 

hukum syari’at yang bersifat amaliyah, yang digali dari dalil dalil yang tafsil 

(terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar 

dasarnya, Al-Qur’an dan Sunnah).
16

 Dari definisi ini dapat di pahami bahwa 

fiqh adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (mujtahidin) untuk 

menggali hukum-hukum syara’ sehingga dapat diamalkan oleh umat islam.
17

 

Sedangkan kata siyasah berasal dari kata sasa yang berarti mengatur, 

mengurus dan memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, 

pemerintahan dan politik, siyasah secara terminologis dalam lisanal-Arab, 

adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada 

kemaslahatan. Siyasah adalah ilmu pengetahuan pemerintahan untuk 

mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri 

dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan 

umum atas dasar keadilan.
18

 

                                                           
15

 Amir Syarifuddin,pemaharuan pemikiran dalam islam, (Padang: Angkasa Raya 1990),13. 
16

 Muhammad Abu Zahrah (diterjemahkan: Saefullah Ma’sum dkk) , Ushul Fiqh , (jakarta: 

Pustaka Firdaus),26. 
17

 Ibid, 27 
18

 Jeje Abdul Rojak, Hukum Tata Negara Islam, (Surabaya: UIN  sunan ampel pres 2014), 5. 
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Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf bahwa siyasah adalah 

pengaturan perundangan yang doiciptakan untuk memelihara ketertiban dan 

kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sementara Lois Ma’luf memberikan 

batasan bahwa siyasah adalah membuat kemaslahatan manusia dengan 

membimbing mereka kejalan keselamatan. “Sedangkan Ibn Manzhur 

mendefinisikan siyasah sebagai, mengatur atau memimpin sesuatu dengan 

cara yang mengantarkan ke[pada kemaslahatan.
19

 

Tiga definisi yang dikemukakan para ahli diatas masih bersifat umum dan 

tidak melihat atau mempertimbangkan nilai-nilai syariat, meskipun tujuanya 

sama-sama ingin mencapai kemaslahatan. Definisi yang bernuansa religius 

diberikan oleh Ibn Qayyim al-Jauziyah.  

Menurutnya, siyasah adalah suatu perbuatan yang membawa manusia 

dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan, meskipun 

perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Rasulullah Saw atau diwahyukan 

oleh Allah SWT. Definisi ini senada dengan rumusan yang dibuat oleh 

Ahmad Fathi Bahansi yang menyatakan bahwa siyasah adalah pengurusan 

kepentingan kemaslahatan umat manusai sesuai dengan ketentuan syara’.
20

 

Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam, Fiqh Siyasah antara lain 

membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, 

siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar dan bagaimana cara cara pelaksanaan 

kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya dan kepada 

siapa peelaksana kekuasaan mempertanggung jawabkan kekuasaanya. 

B. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah 

Beberapa ahli ketatanegaraan islam membagi ruang lingkup Fiqh Siyasah 

atas beberapa bagian:   

Imam al-mawardi, ahli fiqh Madzhab Syafi’i dan negarawan pada masa 

dinasti abbasiyah, dalam bukunya al-Ahkam al-Sulthaniyah mengatakan 

bahwasanya ruang linhgkup Fiqh Siyasah mencakup lima bagian, yakni 

                                                           
19

 Imam Al Mawardi, Al-Ahkam as-Sulthaniyah; Hukum-Hukum Penyelenggara Negara dalam 

Syariat Islam. (Bekasi, PT. Darul Falah),4. 
20

 J. Asuyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 1997),26. 
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politik perundang-undangan (Siyasah Suturiyah), politikmoneter (Siyasah 

Maliyah), politik peradilan (Siyasah Qodlaiyah), politik peperangan (Siyasah 

Harbiyah), dan politik administrasi (Siyasah Idariyah). 

Sementara Ibnu Taimiyyah dalam bukunya as-siyasah as-Syari’iyyah fi 

Aislah al-Ra’iyyah membagi Fiqh Siyasah atas tiga bagian, yakni poliyik 

administrasi, politik moneter, dan politik luar negeri. 

Dan Hasbi al-siddieqy, ahli hukum Indonesia membaginya atas delapan 

hukum, yaitu politik perundang-undangan, penetapan syariah atau hukum, 

peradilan, moneter, administrasi, luar negeri, pelaksanaan undang-undang, 

dan peperangan. 
21

 

Dari beberapa pembagian ruang lingkup Fiqh Siyasah di atas, maka 

penulis menghelompokkan menjadi tiga bagian: 

1. Siyasah Dusturiyah, yang mencakup tentang siyasah tasri’iyah, berisi 

pengkajian tentang penetapan hukum yang sesuai dengan syariat, siyasah 

qadhariyah syar’iyah berisi tentang peradilan yang sesuai menurut syariat, 

siyasah idhariyah syar’iyah berisi tentang administrasi yang sesuai 

syariat.
22

 

2. Siyasah Maliyyah yang mengatiur hubungan diantara orang-orang kaya 

dan orang miskin, antarnegara dan perorangan. Mengatur perbankan, 

sumber-sumber keuangan Negara, baitul maal dan sebagainya yang 

berkaitan dengan harta dan kekayaan Negara.
23

  

3. Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah yaitu siyasah yang berhubungan 

dengan pemngaturan hubungan warga negara muslim dengan warga non 

muslim yang ada di negara islam, hukum yang membatasi hubungan 

negara Islam dengan negara-negara lain dalam keadaan damai dan perang. 

C. Definisi Fikih Siyasah Maliyah  

Fikih siyasah maliyah dalam prespektif islam tidak lepas dari al-qur’an, 

sunnah Nabi dan praktik yang dikembangkan oleh al-khulafah serta 

                                                           
21

 Mahfudz, Fiqih Sosial Antara Konsep dan Implementasi, (Surabaya: K.Ista, 2007), 576. 
22

 Suyuti Pulungan, Fikih Siyasah: Ajaran, sejarah dan pemikiran, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 

2014),44 
23

 Ibid,45. 
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pemerintahan islam sepanjang sejarah. Siyasah maliyah ini merupakan kajian 

yang sangat tidak asing dalam islam, terutama nabi Muhammad saw. Fikih 

siyasah maliyah adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem 

pemerintahan islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan 

belanja negara.
24

 

Fikih siyasah maliyah yang mengatur hak-hak orang miskin, mengatur 

sumber mata air atau irigasi dan perbankan. Hukum dan peraturan yang 

mengatur hubungan diantara orang kaya dan orang miskin., antara Negara 

dan perorangan, sumber-sumber keuangan Negara, baitulmal dan sebaginya. 

Di dalam fikih siyasah maliyah pengaturanya difokusin juga untuk 

kemaslahatan rakyat dengan rakyat, harta pemerintah atau kekuasaan. Dalam 

secara etimologi fikih siyasah maliyah adalah mengatur politik keuangan.
25

 

Dalam fikih siyasah maliyah orang kaya disentuh hatinya untuk mampu 

bersikap dermawan, dan orang orang miskin diharapkan selalu bersifat sabar 

dan berkerja keras untuk berusaha dan berdoa kepada Allah SWT. Kebijakan 

yang diatur dalam bentuk zakat, infaq, shadaqah yang diwajibkan pada setiap 

umat orang kaya yang telah mengeluarkan sebagian kecil hartanya untuk 

barokah Allah SWT.
26

 Pengelolaan keuangan dikenal sejak jaman nabi 

Muhammad SAW sejak masa pemerintahan di madinah. Dengan itu kaum 

muslim mendapatkan ghanimah atau harta rampasan perang. 

D. Ruang Lingkup Fikih Siyasah Maliyah 

Siyasah maliyah merupakan aspek sangat penting dalam mengatur 

pemasukan dalam pengeluaran keuangan untuk kemaslahatan masyarakat. 

Ruang lingkup fikih siyasah maliyah adalah bagaimana cara kebijakan yang 

harus diambil untuk mengharmoniskan antara orang kaya dan orang miskin, 

agar kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin tidak semakin melebar. 

Islam menunjukan bahwa kepolitikan yang sangat tinggi oleh orang fakir 

dan miskin pola umumnya kepedulian ini yang seharusnya diperhatikan oleh 

                                                           
24

 Nur cholis Madjid, Fiqih siyasah kontekstualisasi Doktrin politik, (jakarta: Gaya Media 

Pratama. 2001). 273  
25

 Jeje Abdul Rojak, Hukum Tata Negara Islam (Surabaya: Uin Sunan Ampel pres, 2014),91 
26

 Ibid., 95. 
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para penguasa atau pemimpin agarc masyarakatnya tidak mengalami 

kemiskinan dan terbetas dari kehimpitan ekonomi. Dalam memakmurkan 

kehidupan didunia ini dalam al-qur’an surat Hud ayat 61 sebagai berikut: 

أ كُم  يْرُهُۥ ۖ هوُ  أ نش  هٍ غ 
نْ إلِ ٰ ا ل كُم مِّ ق وْمِ ٱعْبدُُوا۟ ٱللَّه  م  لحًِا ۚ ق ال  ي ٰ اهمُْ ص ٰ إلِ ىٰ ث مُود  أ خ  ن  ٱلْْ رْضِ و  مِّ

ٱسْت عْم   جِيبٌ و  بِّى ق رِيبٌ مُّ كُمْ فيِه ا ف ٱسْت غْفرُِوهُ ثمُه توُبوُٓا۟ إلِ يْهِ ۚ إنِه ر  ر   

Artinya :“Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. 

Shaleh berkata: ‚Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu 

Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan 

menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, 

kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat 

(rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)”  

Sumber kuangan Negara untuk oendapatan Negara membiyaai segala 

aspek aktifitasnegara, menurut Ibnu Taimiyah menyebutka bahwah hanya 

ada 2 sumber zakat dan harta rampasan perang 

1. Hak Milik 

Islam telah menetapkan adanya hak milik perseorangan terhadap 

harta kekayaan yang telah dihasilakan tidak melanggar hukum syara’. 

Dalam islam juga menetapkan cara melindungi harta milik ini dari 

pencurian, perampokan, perampasan yang di lengkapi dengan saksi. 

seorang pemilik harta juga memiliki hak menasarufkan hartanya dengan 

cara menjualnya, menyewakanya, mewasiatkanya, menggadaikan 

memberikan sebagian dari hak hak ahliwaris.
27

 

2. Zakat  

Zakat adalah sejumlah harta yang tertentu yang diwajibakan Allah 

untuk memberikan kepada orang yang berhak menerima. Zakat 

merupakan rukun islam yang ke empat. zakat adalah kadar harta yang 

tertentu, yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan 

                                                           
27

  H. A. Djajuli,Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah, 

( Jakarta:Kencana ,2003) . 208 
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beberapa syarat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan hukumnya 

fardu ‘ain atas tiap tiap orang cukup syarat-syaratnya. Sesungguhnya 

zakat dapat membersihkan manusia dari kekikiran dan cinta yang 

berlebih-lebihan kepada harta benda dan mampu menyuburkan sifat-sifat 

kebaikan dalam hati manusia dan memperkembangkan harta bendanya. 

Zakat mulai diberlakukan dan diwajibkan kepada umat Islam pada tahun 

kedua Hijriyah. Zakat meliputi zakat maal , zakat rikaz, dan zakat 

fitrah.
28

  

Ada delapan golongan orang yang berhak menerima zakat. Suatu 

ketika Umar bin Khatab pernah menyalahkan Abu Musa al-Asy’ari yang 

telah mengangkat pegawai pajak dari non-muslim, dan beliau berkata: 

katakanlah kepada sekretarismu untuk membaca Alquran.‛ Abu Musa al-

Asy’ari menjawab:”dia adalah seorang Nasrani, tidak pernah masuk 

masjid.” Kemudian Umar berkata: “jangan pernah kalian menghormati 

mereka, karena Allah sudah menghinannya, dan janganlah kalian 

memberi amanat kepada mereka karena Allah sudah menganggapnya 

sebagai orang yang berikhianat.  

Zakat itu diberikan kepada mereka untuk melindungi mereka dari 

kejelekan dan yang membahayakan imannya, serta untuk melemah 

lembutkan hati mereka. Jika islam sudah Berjaya dan jumlah orang Islam 

sudah banyak dan mereka enjadi kuat dan dahsyat, maka mereka tidak 

boleh diberi bagian zakat, baik orang yang diberi orang yang harus 

mendapatkan perlindungan atau orang yang hatinya harus dilemah 

lembutkan.
29 

3. Ghanimah  

Ghanimah adalah harta yang berhasil dirampas dari orang orang kafir 

melalui peperangan. Dalam firman Allah surat Al Anfal ayat 1 yang 

berkaitan dengan ini berikut:  

                                                           
28

  Ali Ridlo, “Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khattab”, Jurnal Al-‘Adl, 2,(juli,2013),5-6. 
29

  Ibid. 6-8 
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ات  ب يْنكُِمْ ۖ  أ صْلحُِوا۟ ذ  سُولِ ۖ ف ٱتهقوُا۟ ٱللَّه  و  ٱلره ِ و  نِ ٱلْْ نف الِ ۖ قلُِ ٱلْْ نف الُ لِلَّه يعُوا۟ ٱللَّه  ي سْ ـ لوُن ك  ع  ِِ أ    و 

ؤْمِنيِن   سُول هُٓۥ إنِ كُنتمُ مُّ ر   و 

 Artinya : “Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) 

harta rampasan perang. Katakanlah:”harta rampasan perang itu 

kepunyakan Allah dan Rasul, sebab itu bertawakwalah kepada Allah dan 

perbaikilah hubungan di antara sesamu, dan ta’atlah kepada allah dan 

Rasul-Nya jika kamu adalah orang – orang yang beriman.”  

Dalam ini kewajiban dalam harta Ghanimah untuk di bagi lima dan 

menyalurkan seperlimanya kepada kelompok yang telah di sebutkan 

Allah dalam allqura. Dan sisanya dibagikan kepada anggota pasukann 

yang ikut tempur.
30

   

Siapa saja yang mengharamkan umat muslim unutk mengumpulkan 

ghanimah, pada saat memperkenakan sang imam berbuat 

kehendakhatinya hal ini amat kontradiktif. Bentuk dari keadilan dalam 

pembagian rampasan perang adalah bagi pasukan perjalan kaki 

mendapatkan satu anak panah, sementara pasukan penunggang kuda 

yang mengendarai kuda arab miliknya mendapatkan tiga anak panah, 

satu anak anak panah di berikan kepada pemilik kuda dan yang dua di 

berikan yang menunggangi kuda. Apabila ghanimah itu berupa harta 

yang tidak bergerak maupun bergerak yang aslnya merukan milik kamu 

muslim, dan sebelum di bagikan pemiliknya mengetahi maka dari itu 

kaum muslim sepakat untuk mengembalikanya.
31

 

4. Jizyah  

Jizyah adalah iuran Negara yang diwajibkan atas orang ahli kitab 

sebagai imbangan bagi usaha membela mereka dan melindungi mereka 

atau segai imbangan bahwa mereka memperoleh apa yang di peroleh 

orang orang islam tersendiri baik dalam kemerdekaan diri, pemeliharaan 

harta, kehormatan, dan agama. Hasbi Ash-Shiddieqy mengistilahkan 

                                                           
30

  Mujar Ibnu Syarif,Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam,( Erlangga,2008), 333-334 
31

 Ibid. 336-338 
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jisyah dengan pajak yang diwajibkan kepada semua orang non muslim 

laki-laki, meredeka dan sudah dewasa, sehat dan umat serta masih 

mampu bekerja.  

Jizyah yang diambil dari warga negara yang bukan islam adalah 

imbangan zakat yang di ambil dari warga negara yang muslim. Karena 

itu tiap warga negara yang yang mampu wajib memberikan sebagian 

hartanya untuk maslahatan bersama sebagai imbangan atau ha-ak yang 

mereka terima.
32

 

Kelompok pertama, orang kaya di pungut jizyah besar empat puluh 

delapan dirham. Kelompok kedua, kalangan menegah di pungut jizyah 

sebesar duapuluh dirham. Kelompok ketiga kalangan fakir dari mereka di 

pungut sekedar yang tersebesar dan melarang hak pemerintah untuk 

dalam menetapkan jizyah ini.  Di dalam menentukan kriteria kekayaan 

ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bahwa ang yang memliki 

harta senilai sepul ribu dirham ke atas adalah kaya. Yang memliki dua 

ratus keatas adalah golonan menengah dan kurangnya dari duaratus 

adalah gologan fakir.
33

 

5. Fa’i 

Tentang fai atau harta yang di peroleh tanpa pertempuran dasar 

acunya ini ada terdapat firman Allah ketika pecah perang bani Nadhir 

dan pasca perang badar ssurah Al-Hasyr ayat 6-10 : 

كِنه اللَّه  يسُ   ل ٰ ابٍ و  لا  رِك  يْلٍ و  ل يْهِ مِنْ خ  فْتمُْ ع  ا أ وْج  سُولهِِ مِنْهمُْ ف م  ل ىٰ ر  ُ ع  ا أ ف اء  اللَّه م  لِّطُ رُسُل هُ و 

يْءٍ ق دِيرٌ  ل ىٰ كُلِّ ش  ُ ع  اللَّه اءُ وۚ  نْ ي ش  ل ىٰ م   ع 

Artinya:”Dan apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah 

kepada Rasul-Nya (dari harta benda) mereka, maka untuk 

mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kudapun dan (tidak 

pula) seekor untapun, tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada 

                                                           
32

 H. A. Djajuli,Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah, 

( Jakarta:Kencana ,2003) .229 -230 
33

  Mujar Ibnu Syarif,Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam,( Erlangga,2008). 344-345 
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Rasul-Nya terhadap siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha 

Kuasa atas segala sesuatu.” 

الْم    ىٰ و  الْي ت ام  لذِِي الْقرُْب ىٰ و  سُولِ و  للِره ىٰ ف للِههِ و  سُولهِِ مِنْ أ هْلِ الْقرُ  ل ىٰ ر  ُ ع  ا أ ف اء  اللَّه اكِينِ م  س 

ا ن ه   م  سُولُ ف خُذُوهُ و  ا آت اكُمُ الره م  يْ لا  ي كُون  دُول ةً ب يْن  الْْ غْنيِ اءِ مِنْكُمْ وۚ  بيِلِ ك  ابْنِ السه نْهُ و  اكُمْ ع 

دِيدُ الْعِق ابِ  اتهقوُا اللَّه  ۖإنِه اللَّه  ش   ف انْت هوُا وۚ 

Artinya :”Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah 

kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah 

untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang 

miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan 

hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa 

yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang 

dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada 

Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.” 

رِضْو    ِ و  الهِِمْ ي بْت غُون  ف ضْلًا مِن  اللَّه أ مْو  اءِ الْمُه اجِرِين  الهذِين  أخُْرِجُوا مِنْ دِي ارِهِمْ و  اناً للِْفقُ ر 

ادِقوُن   ئكِ  همُُ الصه سُول هُ ۚأوُل ٰ ر  ي نْصُرُون  اللَّه  و   و 

Artinya:”(Juga) bagi para fuqara yang berhijrah yang diusir dari 

kampung halaman dan dari harta benda mereka (karena) mencari 

karunia dari Allah dan keridhaan (Nya) dan mereka menolong Allah 

dan Rasul-Nya. Mereka itulah orang-orang yang benar.” 

ان  مِنْ ق بْلهِِمْ يحُِبُّو  يم  الِْْ ار  و  ءُوا الده الهذِين  ت ب وه لا  ي جِدُون  فيِ صُدُورِهِمْ و  ر  إلِ يْهِمْ و  نْ ه اج  ن  م 

ئِ 
نْ يوُق  شُحه ن فْسِهِ ف أوُل ٰ م  ةٌ وۚ  اص  ص  ان  بهِِمْ خ  ل وْ ك  ل ىٰ أ نْفسُِهِمْ و  يؤُْثرُِون  ع  ا أوُتوُا و  ةً مِمه اج  ك  همُُ الْمُفْلحُِون  ح   

Artinya:”Dan orang-orang yang telah menempati Kota Madinah 

dan telah beriman (Anshar) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), 

mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka. Dan mereka 

tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang 

diberikan kepada mereka (orang Muhajirin); dan mereka 

mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri. 

Sekalipun mereka memerlukan (apa yang mereka berikan itu). Dan 
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siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang 

yang beruntung.” 

لا    انِ و  يم  ب قوُن ا باِلِْْ اننِ ا الهذِين  س  خْو  لِِْ بهن ا اغْفرِْ ل ن ا و  اءُوا مِنْ ب عْدِهِمْ ي قوُلوُن  ر  الهذِين  ج  لْ و   ت جْع 

حِيمٌ  ءُوفٌ ر  بهن ا إنِهك  ر  نوُا ر   للِهذِين  آم 
 فيِ قلُوُبنِ ا غِلًاا

Artinya:”Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin 

dan Anshar), mereka berdoa: "Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan 

saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan 

janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap 

orang-orang yang beriman; Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau 

Maha Penyantun lagi Maha Penyayang".  (surah AL-Hasyr ayat 6-7). 

Disebut dengan fa’i karena memang di anugrahkan Allah kedapa 

kaum muslimin. Allah mengembalikan hak dari tangan kafir dan pada 

hakikatnya Allahmenciptakan Harta kekayaan itu semata mata dengan 

tujuan untuk menolong para hamba dalam beribah kepadanya. Harta 

yang di kumoulkan dari fa’i termasuk harta kekayaan Negara yang 

menjadi milik admistrasi baitul mal. Allah hanya menyebutkan fai 

dalam Alquran mengingat pada masa RAsullah tidak seorang pun yang 

meninggal tanpa memiliki ahli waris secara jelas. Seperti yang terjadi 

pada kalangan sahabat Rasullah yang mudah dapat di runtut garis 

keturunannya.
34

 

6. Kharaj  

Al-Kharāj dari segi bahasa berasal dari kata akhraja - yukhriju 

ikhrajan , yang arti dasarnya mengeluarkan. Sementara menurut sebagian 

ulama’, kharaj merupakan kata asing yang diarabkan. Sebagian ulama’ 

mengatakan bahwa kharaj berasal dari bahasa Aramaic dan masuk ke 

dalam bahasa Arab melalui bahasa Persia. Sementara Dāirat al-Ma’ārif 
                                                           
34 Mujar Ibnu Syarif,Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam,( Erlangga,2008). 340— 

341  
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al-Islāmiyah mengatakan bahwa kharaj berasal dari bahasa Persia 

Choregia yang berarti pajak. 

7. Baitulmal  

Alquran dan hadist yang mengatur secara langsung masalah baitulmal. 

Posisi baitulmal sekarang sangat penting, baitul mal merupakan lembaga 

keuangan yang pada zaman Rasullah. Baitulmal bertugas dalam 

mengawasi kekayaan Negara terutama pemasukan dan pengelolaan 

maupun dengan masalah pengeluaran dan lain lain. Baitulmal pihak yang 

memliki kewajiban dalam tugas khusus untuk melakukan penanganan 

atas segala harta yang di miliki oleh umat dalam bentuk pendapatan 

maupun pengeluaran.
35

 

Baitulmal bertujuan untuk melaksanakan pembangunan Negara dann 

untuk membangun Negara yang ekonomi modern. Harta baitulmal 

sebagai harta muslim yang harus diga dengan pengelolaan dan 

pengeluaran harta. Dalam masa pemerintahan khalifah peruntunkan 

masalah masalah ekonomi apa yang di hadapi umat muslim. Umat 

muslim hasul memperhitungkan dalam menetapkan segaian harta.
36

  

kebutuhan warganya dan Negara sebagai berikut: 

1. Untuk orang fakir miskin. 

2. Untuk mengingatkan profesionalisme tentara dan rangka pertahanan 

dan keamanan Negara.   

3. Untuk menigkatkan supermasi hukum.  

4. Untuk membiayai sektor pendidikan dalam rangka menciptakan 

sumber daya manusia yang bertakwa dan berilmu pengetahuan.   

5. Untuk membayar gaji pegawai dan pejabat Negara.   

6. Untuk pengembangan infrastuktur dan sarana atau prasarana fisik .  

7. Untuk meningkatkan kesehatab masyarakat.  

                                                           
35

  Agus Mariin, “Baitul Maal Sebagai Lembaga Kauangan Islam Dalam Memeperlancar Aktivitas 

Perekonomian”, Jurnal akuntasi dan Pajak, 02 ( januari, 2014), 39-41 
36

 Ibid., h 41 
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8. Untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan pemerataan pendapatan 

kekayaan.   

8. Sumber Pengeluaran Negara  

Suatu perkembangan yang sangat menarik perhatian adalah fakta 

teraturnya persoalan keuangan dalam Negara islam. Dapat diketahui 

dengan jelas uang pemasukan dan juga jalur pengeluarnya karena semua 

sudah ada peraturan di dalam agama islam. Tetapi bahwa sejarah islam 

dapat mencatatkan anggran belanja negara di masa Abbasiyah. Disini 

pada masa Abbasiyah menyebutkan dengan secara  lengkap belaja 

Negara dan secara porsinya jenisnya pemasukan  dan penegluarnya.
37

   

Di masa pemerintahaan Abbasiyah, persoalan keuangan sudah begitu 

majunya karena rakyat cukup makmur hipnya. Departeman keuangan 

pada masa itu manerima yag yang selalu melimpah sehingga 

perbandingan antara pengeluaran dan pemasukan selalu surplus. 

Pemerintah juga telah membuat anggaran setiap tahunya. Dan ini 

beberapa paparan perbelanjaan keuangan Negara menurut Ibrahim Hasan 

dan Ali Ibrahim Hasan sebagai berikut :  

1. Gaji segenap pegawai.   

2. Gaji tentara dan kepolisiian.   

3. Penggalian sungai dan biaya pembanbagunan dan perbenahan.  

4. Membuat irigasi.  

5. Membiayai lembaga permsyakatan.   

6. Memperkuat alat pertahanan.   

7. Uang jasa, pemberian bantuan, dan uang saku.
38

 

E. Sumber Hukum Fikih Siyasah Maliyah 

1.  Al-Quran  

Secara etimologi al-quran adalah bentuk masher dari kata qa - ra - a  

sewazan dengan kata fu’lan yang artinya bacaan; berbicara tentang apa 

                                                           
37

 Mujar Ibnu Syarif , Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam,( Erlangga,2008)h. 358 
38

 Ibid, h. 361-362 
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yang ditulis padanya; atau melihat dan menelaah. Sesuai dengan firman 

Allah dalam surat al-qiyamah ayat 17 : 

ان هُ  قرُْء  هُۥ و  مْع  ل يْن ا ج   إنِه ع 

“Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkanya 

(didadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya. Apabila kami 

telah selesai membacanya, maka ikutlah bacanya itu.” 

Kata quran digunakan dalam arti sebagai makna kitab yang 

diturunkan kepada Nabi Muhamaad SAW. Untuk keseluruhan apa yang 

dimaksud qur’an. Menurut Al-amidi Al-Kitab adalah Alquran yang 

diturunkan.
39

 

Alquran sebagai sumber hukum fikih bahwa hukum syara’ adalah 

kehendak allah tengtang tingkah laku manusia, maka dapat dikatakan 

bahwa pembuat hukum adalah Allah SWT. Maka ketentuanya itu 

terdapat dalam kumpulan wahyu-Nya yang di sebut alquran dengan 

demikian di tetapkan bahwa alquran sebagai sumber hukum islam yang 

utama. Kedudukan alquran itu sebagai sumber utama dan pertama bagi 

penetapan hukum, bila seseorang ingin menemukan hukum untuk suatu 

kejadian, tindakan pertama yang harus ia lakukan adalah mencari 

jawaban penyelesaian di dalam alquran.  

Jika menggunakan sumber hukum selain dari alquran harus sesuai 

dengan petunjuk dari alquran tidak boleh memlakukan sesuatu yang 

bertentangan dengan alquran.
40

 Dan dari sini bisa mengambil sumber 

hukum selain alquran tetapi tidak boleh menyalahi yang diterapkan di 

dalam alquran. Kebijakan alquran dalam menetapakan hukum 

mengunakan prinsip – prinsip sebagai berikut :  

1. Memberikan kemudahan dan tidak menyulitkan  

2. Menyedikitkan tuntunan   

3. Bertahap dalam menerapkan hukum   

                                                           
39

 H. Amir syarifudin, ushul fiqh,(Jakarta: Kencana Pramedia Group, 2014).194-195 
40

  Ibid  h. 225-226 
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4. Sejalan dengan kemaslahatn manusia
41

  

Dalam  fikih siyasah maliyah sumber alquran  sebagai sumber hukum. 

Dimana dalam mnyelesaikan masalah tentang keuangan Negara dan 

pendapat Negara. Berikut adalah beberapa contoh sumber hukum fikih 

siyasah maliyah dalam alquran surat Al-hasyr :7. 

ٱ ىٰ و  م 
ٱلْي ت ٰ لذِِى ٱلْقرُْب ىٰ و  سُولِ و  للِره ىٰ ف للِههِ و  سُولهِۦِ مِنْ أ هْلِ ٱلقْرُ  ل ىٰ ر  ُ ع  آ أ ف اءٓ  ٱللَّه ٱبْنِ لْ مه كِينِ و  س ٰ م 

ا ن ه ىٰكُمْ  م  سُولُ ف خُذُوهُ و  ات ىٰكُمُ ٱلره آ ء  م   ب يْن  ٱلْْ غْنيِ اءِٓ مِنكُمْ ۚ و 
ىْ لا  ي كُون  دُول ةًًۢ بيِلِ ك  نْهُ ف ٱنت هوُا۟ ۚ ٱلسه  ع 

دِيدُ ٱلْعِق ابِ  ٱتهقوُا۟ ٱللَّه  ۖ إنِه ٱللَّه  ش   و 

Artinya :“Apa saja harta rampasan (fa’i) yang diberikan Allah kepada 

Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka 

adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-

orang miskin dan orangorang yang dalam perjalanan, supaya harta itu 

jangan beredar di antara orangorang kaya saja di antara kamu. Apa yang 

diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya 

bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. 

Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.” 

Dan juga menyebutkan pada surat Luqman :20  

هِر  
هُۥ ظ ٰ م  ل يْكُمْ نعِ  أ سْب غ  ع  ا فىِ ٱلْْ رْضِ و  م  تِ و  و ٰ م ٰ ا فىِ ٱلسه ر  ل كُم مه وْا۟ أ نه ٱللَّه  س خه ن ةً   أ ل مْ ت ر  ِِ ب ا ةً و 

نيِرٍ  بٍ مُّ لا  كِت ٰ لا  هدًُى و  يْرِ عِلْمٍ و  ِ بغِ  دِلُ فىِ ٱللَّه ن يجُ ٰ مِن  ٱلنهاسِ م   و 

 “Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan 

untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan 

menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. Dan di antara 

manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu 

pengetahuan atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi penerang”    

2. Hadist   

                                                           
41

 H. A. Djazuli, Ilmu Fiqh Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam, 

(Jakarta:Prenadamedia Group, 2013). 64 
 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

26 
 

 
 

Kata Hadist atau al - hadist menurut bahasa, berati al - jadid (sesuatu 

yang baru), lawan kata dari al-qadim (sesuatu yang lama). Kata hadist 

juga berate al – khabar (berita), yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan 

dipindahkan dari seseorang kepada yang lain. Kata jamak al - ahadist. 

Dari sudut pendekatan kebahasaan ini, kata hadist dipergunakan baik 

dalam alquran maupun hadist itu sendiri. Kemudian pada hadist dapat 

dilihat pada beberapa sabda Rasullah SAW. Secara terminologis ahli 

hadist dan ahli ushul berbeda pendapat dalam memberikan pengertian 

tentang hadist. Di kalangan ulama hadist sendiri ada beberapa defenisi 

salah satu dengan lainya sedikit berbeda. Ada yang 

mendefenisikan‚Segala perkataan Nabi saw, perbuatan, dan hal 

ihwalnya.
42

 

Kedudukan Hadis Nabi sebagai sumber otoritatif ajaran Islam yang 

kedua, telah diterima oleh hampir seluruh ulama dan umat Islam, tidak 

saja dikalangan Sunni tapi juga di kalangan Syi’ah dan aliran Islam 

lainnya. Legitimasi otoritas ini tidak diraih dari pengakuan komunitas 

muslim terhadap Nabi sebagai orang yang berkuasa tapi diperoleh melaui 

kehendak Ilahiyah. Oleh karena itu segala perkataan, perbuatan dan 

takrir beliau dijadikan pedoman dan panutan oleh umat islam dalam 

kehidupan sehari-hari.  

Terlebih lebih jika diyakini bahwa Nabi selalu mendapat tuntunan 

wahyu sehingga apa saja yang berkenaan dengan beliau pasti membawa 

jaminan teologis. Bila menyimak ayat-ayat al-Qur’an, setidaknya 

ditemukan sekitar 50 ayat5 yang secara tegas memerintahkan umat islam 

unuk taat kepada Allah dan juga kepada Rasul-Nya.
43

 

Pada prinsipnya hadis nabi yang berfungsi sebagai penjelas (bayan) 

terhadap al-Qur’an. Akan tetapi dalam melihat berbagai macam 

penjelasan nabi dan berbagai ragam ketentuan yang dikandung oleh suatu 

                                                           
42

 Tim Reviewer MKD 2014,Studi Hadist,(Surabaya:UINSA Pers.2013), 1-2 
43

 Tasbih, “Kedudukan dan Fungsi Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam”, Jurnal AL-FIKR, 

3,(,2010),332 
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ayat, maka interpretasi tentang bayan tersebut oleh ulama yang satu 

berbeda dengan ulama lainnya. Akan jelas bahwa apa yang ditetapkan 

oleh hadis itu pada hakikatnya adalah penjelasan terhadap apa yang 

disinggung oleh al-Qur'an secara terbatas  

Pada dasarya hadis Nabi berfungsi menjelaskan hukum-hukum dalam 

al-Qur'an dengan segala bentuknya sebagaimana dijelaskan diatas. Allah 

menetapkan hukum dalam alQur'an adalah untuk diamalkan. Karena 

dalam pengamalan itulah terletak tujuan yang disyari'atkan. Tetapi 

pengamalan hukum Allah itu dalam bentuk tertentu tidak akan 

terlaksana menurut apa adanya sebelum diberi penjelasan oleh Nabi.
44

 

Dan fikih siyasah maliyah ini sumber hukum dari hadist yang tentang 

bersakutan dengan pengelolaan keuangan, pendapatan Negara dan 

pengeluaran Negara yang sesuai. Beberapa contoh hadist yang 

bersangkutan dengan fiqih siyasah mliyah sebagai berikut :  

“Orang yang bekerja untuk orang yang lemah dan orang orang miskin 

alah seperti orang yang jihat di jalan Allah, shalat dan puasa sepanjang 

masa.”(Hadist Riwayat Bukhari, Muslim dan Tirmidzi).  

“Siapa yang mengambil sebagian harta orang muslim tanpa haknya, 

dia menemui Allah Azza Wa Jalla yang dalam keadaan marah 

kepadanya.”(Hadist Riwayat Ahmad).  

Dari bahwa kaitan antara hadis dan fikih siyasah maliyah adalah 

bagian yang integral dan tidak bisa dipisahkan antara satu dan yang lain. 

Keduanya bagaikan dua sisi pada uang yang sama. Hal itu disebabkan 

karena fikih siyasah dapat dikatakan sebagai suatu ilmu yang lahir dari 

hasil pemahaman terhadap hadis Nabi Saw.  

a. Pengertian Ulil Amri  

Secara etimologi, ulil amri berasal dari bahasa arab yang terdiri 

dari dua unsur kata, yaitu: “اولل" yang merupakan jamak dari “اولل" yang 

berarti menguasai, memiliki dan berarti pula mengurus atau mewakili dan 

                                                           
44

 Ibid., . 337 
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memiliki otoritas.
45

 Dan kata “أمر" yang dalam bentuk jamaknya “أمر" 

dengan arti pekerjaan, urusan dan atau diartikan dengan perkara. Dengan 

demikian, secara etimologi ulil amri adalah yang mempunyai urusan atau 

orang yang memiliki orotitas atas seseuatu urusan/pekerjaan. 

Ulil Amri menurut istilah menurut Ahmad Mustafa al-Maraghi 

menyebutkan bahwa ulil amri itu adalah umara, ahli hikmah, ulama, 

pemimpin pasukan dan seluruh pemimpin lainnya dan zuama yang 

manusia merujuk kepada mereka dalam hal kebutuhan dan kemaslahatan 

umum.
46

  

Kata-kata amir tidak ditemukan di dalam Al-Quran meskipun kata 

amara banyak disebut Al-Qur’an yang mengarah kepada pemimpin adalah 

kata ulil amri meskipun para ulama berbeda pendapat tentang arti ulil 

amri ini, ada yang menafsirkan dengan kepala negara, pemerintahan, 

ulama bahkan orang-orang Syi’ah mengartikan ulil amri dengan imam-

imam mereka yang maksum.  

Yang lebih mendekati kepada makna ulil amri dari fiqh dusturi 

adalah ahlul halli wal aqdi, akan tetapi kata amir digunakan dalam hadist 

dan rupanya juga dikenal dikalangan para sahabat. karena waktu terjadi 

musyawarah di Tsaqifah Bani Saidah membicarakan pengganti Rasulullah 

dalam mengurus agama dan mengatur keduniawian. Kata yang lebih tegas 

menunjuk kepada penguasa/raja adalah kata malik/mulk dalam az-

Zukhruf:51: 

رُ ت جْرِى مِن ت حْتىِٓ ۖ أ ف  و   ذِهِ ٱلْْ نْه ٰ ه ٰ ق وْمِ أ ل يْس  لىِ مُلْكُ مِصْر  و  وْنُ فىِ ق وْمِهۦِ ق ال  ي ٰ ىٰ فرِْع  لا  ن اد 

 تبُْصِرُون  

Artinya : “Dan Fir’aun berseru kepada kaumnya (seraya) berkata: “hai 

kaumku bukankah kerajaan Mesir ini kepunyaanku dan (bukankah) 

sungai-sungai ini mengalir di bawahku; maka apakah kamu tidak melihat 

(nya)?” 

                                                           
45

 Ahmad Sunarto, Kamus Al Fikr Arab- Indonesia - Inggris & Indonesia – Arab – 

Inggris (Rembang: Halim Jaya, 2012) hlm. 756  
46

 Tafsir Al-Maraghi, Juz 5, h 72 (http://nadirhosen.net/artikel-isnet/276-makna-ulil-amri-dalam-

kitab-tafsir)  

http://nadirhosen.net/artikel-isnet/276-makna-ulil-amri-dalam-kitab-tafsir
http://nadirhosen.net/artikel-isnet/276-makna-ulil-amri-dalam-kitab-tafsir
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Kata–kata malik/mulk digunakan untuk penguasa yang jelek 

maupun yang baik seperti doa Nabi Sulaeman yang juga seorang raja 

(Shad: 35)  

ههابُ  نًۢ ب عْدِىٓ ۖ إنِهك  أ نت  ٱلْو  دٍ مِّ ب غِى لِْ ح  ه بْ لىِ مُلْكًا لاه ي نًۢ بِّ ٱغْفرِْ لىِ و   ق ال  ر 

Artinya : “Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugrahkanlah kepadaku 

kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku, 

sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Pemberi”.  

Terakhir, kata sulthan yang tidak jarang digunakan untuk gelar 

seorang penguasa, buhkan di Indonesia kata sulthan lebih banyak dikenal 

dari pada Khalifah, Imam, Malik, atau Amir. Sudah tentu ucapannya 

disesuaikan dengan lidah Indonesia, bukan lagi sulthan tetapi “sultan”. 

Kata-kata sulthan yang menunjuk kepada kekuasaan memang dikenal 

baik di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis.
47

 

1. Dasar-dasar Hukum Pemerintahan dalam Islam. 

Q.S. an-Nissa:58 

مْتمُ ب يْن  ٱلنهاسِ أ ن ت حْكُمُوا۟ بِ  ك  ا ح  إذِ  تِ إلِ ىٰٓ أ هْلهِ ا و  ن ٰ وا۟ ٱلْْ م ٰ دُّ ا إنِه ٱللَّه  ي أمُْرُكُمْ أ ن تؤُ  دْلِ ۚ إنِه ٱللَّه  نعِِمه ٱلْع 

ا ب صِيرًا مِيعًًۢ ان  س   ي عِظكُُم بهِِٓۦ   إنِه ٱللَّه  ك 

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 

kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila 

menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan 

adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya 

kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha 

melihat. 

Setelah diterangkan pada ayat yang lalu bersarnya pahala dan 

balasan bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka pada 

ayat-ayat ini diterangkan bahwa di antara amal-amal saleh yang penting 

ialah: melaksanakan amanat dan menetapkan hukum antara manusia 

dengan dan jujur. 

                                                           
47

 H. A. Djazuli, Ilmu Fiqh Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam, 

(Jakarta:Prenadamedia Group, 2013), h 59-60 
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Pada ayat tersebut. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa setelah 

Rasulullah saw memasuki kota Mekah pada hari ditaklukkannya, Usman 

bin Talhan pengurus Ka’bah pada waktu itu menguasai pintu Ka’bah lalu 

naik ke atas bubungannya. Ia tudak mau memberikan kunci Ka’bah 

kepada Rasulillah saw.  

Kemudian Ali bin Talib merebut kunci Ka’bah itu dari Usman bin 

Talhan. secara paksadan membuka Ka’bah, lalu masuklah Rasulullah ke 

dalam dan salat dua raka’at. Setelah beliau keluar dari ka’bah tampilah 

pamannya Abbas ke hadapannya dan meminta supaya kunci itu 

diserahkan dan diberi jabatan pemeliharaan ka'bah dan jabatan 

penyediaan air untuk jama’ah haji, maka turunlah ayat ini, lalu Rasulullah 

saw memerintahkan Ali bin Abi Talib mengembalikan kunci Ka’bah 

kepada Usman bin Talhan dan meminta maaf.Pada ayat 58 ini Allah 

memerintahkan agar menyampaikan “amanat” kepada yang berhak. 

Pengertian “amanat” pada ayat ini, ialah sesuatu yang 

dipercayakan kepada seseorang untuk dilaksanakan dengan sebaik-

baiknya.Kata “amanat” dengan pengertian ini sangat luas, meliputi 

“amanat‟ Allah kepada hamba-Nya, amanat seseorang kepada sesamanya 

dan terhadap dirinya sendiri.  

Amanat Allah terhadap hamba-Nya yang harus dilaksanakan ialah 

antara lain: melaksanakan apa yang diperintahkan-Nya dan menjauhi 

larangan-Nya. Semua nikmat Allah berupa apa saja hendaklah kita 

manfaatkan untuk taqarrub (mendekatkan diri) kepada-Nya. 

Amanat seseorang terhadap sesamanya yang harus dilaksanakan 

antara lain mengembalikann titipan kepada yang punya dengan tidak 

kurang sesuatu  

apapun, tidak menipunya, memelihara rahasia dan lain sebagainya dan  

termasuk juga di dalamnya ialah:  

a. Sifat adil penguasa terhadap rakyat dalam bidang apapun dengan 

tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lain di dalam 
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pelaksanaan hukum, sealipun keluarga dan anak sendiri, sebagaimana 

ditegaskan Allah dalam ayat ini.  

دْلِ  مْتمُ ب يْن  النهاسِ أ ن ت حْكُمُوا۟ باِلْع  ك  ا ح  إذِ    و 

Artinya : “dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara 

manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.” 

b. Sifat adil ulama (yaitu orang yang berilmu pengetahuan) terhadap 

orang awan, seperti menanamkan ke dalam hati mereka akidah yang 

benar, membimbingnya kepada amal yang bermanfaat baginya di 

dunia dan diakhirat, memberikan pendidikan yang baik, menganjurkan 

usaha yang halal, memberikan nasihat-nasihat yang menambah kuat 

imannya, menyelamatkan dari perbuatan dosa dan maksiat, 

membangkitkan semangat untuk berbuat baik dan melakukan 

kebajikan, mengeluarkan fatwa yang berguna dan bermanfaat di 

dalam melaksanakan syari’at dan ketentuan Allah SWT 

c. Sifat adil seorang suami terhadap istrinya, begitu pun sebaliknya, 

seperti melaksanakan kewajiban masing-masing terhadap yang lain, 

tidak membeberkan rahasia pihak yang lain, terutama rahasia khusus 

antara keduanya yang tidak baik diketahui orang lain.  

Amanat seseorang terhadap dirinya sendiri; seperti berbuat 

sesuatu yang menguntungkan dan bermanfaat bagi dirinya dalam soal 

dunia dan agamanya. JanganlahJanganlah ia membuat hal-hal yang 

membahayakannya di dunia dan akhirat, dan lain sebagainya. 

Ajaran yang sangat baik ini yaitu melaksanakan amanah dan 

hukum denganseadil-adilnya, jangan sekali-kali diabaikan, akan tetapi 

hendaklah diindahkan, diperhatikan dan diterapkan dalam hidup dan 

kehidupan kita, untuk dapat mencapai kebahagiaan dunia dan 

akhirat.
48

  

Q.S An-Nisa' : 59  

                                                           
48

 HM. Sonhadji, AL-QUR’AN DAN TAFSIRNYA JILID II JUZ 4-5-6 (Yogyakarta: Badan  

Wakaf Universitas Islam Indonesia, 1990) h 209-211 
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عْتُ  ز  أوُ۟لىِ ٱلْْ مْرِ مِنكُمْ ۖ ف إنِ ت ن ٰ سُول  و  يعُوا۟ ٱلره ِِ أ  يعُوا۟ ٱللَّه  و  ِِ نوُٓا۟ أ  ام  أ يُّه ا ٱلهذِين  ء 
ٓ وهُ إلِ ى ي ٰ ىْءٍ ف رُدُّ مْ فىِ ش 

أ حْ  يْرٌ و  لكِ  خ 
اخِرِ ۚ ذ ٰ ٱلْي وْمِ ٱلْء  ِ و  سُولِ إنِ كُنتمُْ تؤُْمِنوُن  بٱِللَّه ٱلره ِ و  نُ ت أوِْيلًا ٱللَّه س   

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah 

Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara 

kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka 

kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika 

kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih 

utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”  

Pada ayat ini Allah memerintahkan supaya kaum muslimin ta'at dan 

patuh kepada-Nya, kepada rasul-Nya dan kepada orang yang memegang 

kekuasaan di antara mereka untuk dapat terciptanya kemaslahatan umum. 

Untuk kesempurnaan pelaksanaan amanat dan hukum sebaik-baiknya dan 

seadil-adilnya, hendaklah kaum muslimin: 

a. Ta’at dan patuh kepada perintah Allah dengan mengamalkan isi Kitab 

suci Al-Qur’an, melaksanakan hukum-hukum yang telah ditetapkan-

Nya, sekalipun dirasa berat, tidak sesuai dengan keinginan dan 

kehendak pribadi, karena apa yang diperintahkan Allah itu 

mengandung maslahat dan apa yang di larang-Nya mengandung 

mudarat.  

b. Melaksanakan ajaran-ajaran yang dibawa Rasulullah saw pembawa 

amanat dari Allah untuk dilaksanakan oleh segenap hamba-Nya. 

Beliau ditugaskan untuk menjelaskan kepada manusia isi Al-Qur'an. 

Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nahl : 44 

لههمُْ ي ت   ل ع  ل  إلِ يْهِمْ و  ا نزُِّ كْر  لتِبُ يِّن  للِنهاسِ م  لْن آ إلِ يْك  ٱلذِّ أ نز  برُِ   و  ٱلزُّ تِ و  ف كهرُون  بٱِلْب يِّن ٰ  

Artinya : “Keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. Dan 

Kami turunkan kepadamu Al Quran, agar kamu menerangkan pada 

umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya 

mereka memikirkan 

c. Patuh kepada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan ulil amri 

yaitu orang-orang yang memegang kekuasaan di antara mereka. 
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Orang-orang yang memegang kekuasaan itu meliputi: pemerintah, 

penguasa, alim ulama dan pemimpin-pemimpin. Apabila mereka telah 

sepakat dalam sesuatu hal, maka kaum muslimin berkewajiban 

melaksanakannya dengan syarat bahwa keputusan mereka tidak 

bertentangan dengan isi Kitab Al-Qur’an. Kalau tidak demikian 

halnya, maka kita tidak wajib melaksanakannya, bahkan wajib 

menentangnya, karena tidak dibenarkan seseorang itu ta’at dan patuh 

kepada sesuatu yang merupakan dosa dan maksiat pada Allah SWT.  

d. Kalau ada sesuatu yang diperselisihkan dan tidak tercapai kata 

sepakat atasnya, maka wajib dikembalikan kepada Al-Qur’an dan 

hadis. Kalau tidak terdapat di dalamnya haruslah disesuaikan dengan 

(diqiaskan kepada) hal-hal yang ada persamaan dan persesuaiannya di 

dalam Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah saw. Tentunya yang dapat 

melakukan qias seperti yang dimaksud di atas ialah orang-orang yang 

berilmu pengetahuan, mengetahui dan memahami isi Al-Qur’an dan 

Sunnah Rasul. Demikian hendaklah dilakukan oleh orang-orang yang 

benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. 

Selanjutnya Allah SWT memerintahkan orang-orang mukmin 

untuk bertaqwa dan menjauhi larangan-Nya, yaitu berteman akrab 

dengan orang-orang kafir, baik kafir asli maupun kafir dari ahli kitab 

karena tidak ada alasan lagi bagi orang-orang yang benar-benar 

beriman untuk berteman akrab atau tolong menolong dengan orang-

orang kafir yang mengejek dan mempermainkan agama lain.
49

 

Adapun syarat-syarat pemimpin: 

a) Pemimpin harus mempunyai jiwa yang adil, maksud adil adalah lawan 

dari kata dzalim,. Adil yang merupakan lawan dari fasiq, sebagaimana 

yang tercantum dalam Q.S. Ath-Thalaq ayat 2 ”. 

 

                                                           
49

 Ibid, h 469-470 
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نكُمْ  دْلٍ مِّ ىْ ع  و  أ شْهِدُوا۟ ذ  عْرُوفٍ و  عْرُوفٍ أ وْ ف ارِقوُهنُه بمِ  ل هنُه ف أ مْسِكُوهنُه بمِ  ا ب ل غْن  أ ج   ف إذِ 

ن ي ته  م  اخِرِ ۚ و  ٱلْي وْمِ ٱلْء  ِ و  ان  يؤُْمِنُ بٱِللَّه ن ك  ظُ بهِۦِ م  لكُِمْ يوُع 
ِ ۚ ذ ٰ ة  لِلَّه د  ه ٰ أ قيِمُوا۟ ٱلشه ل لههُۥ قِ ٱللَّه  و   ي جْع 

جًا خْر    م 

Artinya:” Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka 

rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik 

dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu 

dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah 

diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari 

akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan 

mengadakan baginya jalan keluar. 

Dalam ayat ini adil yang dimaksud adalah lebih khusus yang 

dimiliki oleh sosok seorang yang beriman. 

b) Laki-laki sebagaimana dalam Q.S. An-Nissa ayat 34: 

لهِِمْ  آ أ نف قوُا۟ مِنْ أ مْو ٰ بمِ  ل ىٰ ب عْضٍ و  همُْ ع  ُ ب عْض  ل  ٱللَّه ا ف ضه اءِٓ بمِ  ل ى ٱلنِّس  مُون  ع 
الُ ق وهٰ ج   ۚ ٱلرِّ

هنُه ف عِظوُهنُه  افوُن  نشُُوز  تىِ ت خ 
ٱلهٰ ُ ۚ و  فظِ  ٱللَّه ا ح  يْبِ بمِ  تٌ لِّلْغ  فظِ ٰ تٌ ح ٰ نتِ ٰ تُ ق ٰ لحِ ٰ ف ٱلصهٰ

ٱهْجُ  بيِلًا   إنِه ٱللَّه  و  ل يْهِنه س  ٱضْرِبوُهنُه ۖ ف إنِْ أِ  عْن كُمْ ف لا  ت بْغُوا۟ ع  اجِعِ و  ض  رُوهنُه فىِ ٱلْم 

بيِرًا ليِااً ك  ان  ع   ك 

Artinya: “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena 

Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang 

lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah 

dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang shalih adalah mereka 

yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, 

karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu 

khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, 

tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) 

pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu 

mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, 

Mahabesar.” 
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Dan diperkuat oleh hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam 

Bukhari, At-Turmuzi dan An-Nissa yang artinya “Tidak akan sejahtera 

suatu kaum menyerahkan kepemimpinannya kepada seorang wanita”. 

c) Merdeka, yang dimaksud adalah merdeka dari segala hal, dengan 

demikian seorang pemimpin diharapkan mampu berpikir, bertindak, 

berbuat, mengabdi dengan masyarakat dengan maksimal, artinya tidak 

pilih kasih dalam menjalankan roda kepemimpinannya. 

d) Balig, yang dimaksud sudah dewasa dan mempunyai kecerdasan 

emosional. 

e) Berakal sehat, tidak mempunyai cacat mental, yang dimaksud adalah 

cerdas yang akhirnya dapat mengemban tugas kepemimpinanya 

dengan baik diera yang sangat global, karena dumasa sekarang ini jika 

tidak dipmpin oleh seseorang yang cerdas maka akan terjadi 

pemimpin yang korup dan akhirnya menyengsarakan rakyat. 

f) Bisa menjadi hakim yang dimaksud baik menguasai dalam ilmu 

hukum, maupun dalam mengambil keputusan dengan ijtihad. 

g) Mempunyai keahlian tentang militer, ini menjadi syarat seorang 

pemimpin karena seorang pemimpin harus menjaga dan melindungi 

rakyatnya, karena itu seorang pemimpin seharusnya belajar dulu 

tentang ilmu militer dan pertahanan. 

h) Tidak cacat fisik artinya agar dalam menjalankan roda 

kepemimpinannya tidak terjadi keterburukan jika seorang pemimpin 

cacat maka tidak optimal dalam menjalankannya karena banyak tugas 

yang harus dikerjakan dalam pemerintahan.
50
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 Ridwan Yahya, Memilih pemimpin dalm Prespektif Islam (Jakarta: Pustaka Nawaitu,  

2004) h 55-57 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

36 
 

BAB III 

DAMPAK DAN JARAK TOKO MODERN DENGAN PASAR TRADITIONAL 

DI PASAR LARANGAN KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO 

A. Deskripsi Lokasi Penelitian 

1.  Sejarah Terbentuknya Kabupaten Sidoarjo  

Sidoarjo dulu dikenal sebagai pusat Kerajaan Janggala. Pada masa 

kolonialisme Hindia Belanda, daerah Sidoarjo bernama Sidokare, yang 

merupakan bagian dari Kabupaten Surabaya. Daerah Sidokare dipimpin 

oleh seorang patih bernama R. Ng. Djojohardjo, bertempat tinggal di 

kampung Pucang Anom yang dibantu oleh seorang wedana yaitu Bagus 

Ranuwiryo yang berdiam di kampung Pangabahan.  

Pada 1859, berdasarkan Keputusan Pemerintah Hindia Belanda No. 

9/1859 tanggal 31 Januari 1859 Staatsblad No. 6, daerah Kabupaten 

Surabaya dibagi menjadi dua bagian yaitu Kabupaten Surabaya dan 

Kabupaten Sidokare. Sidokare dipimpin R. Notopuro (kemudian bergelar 

R.T.P. Tjokronegoro) yang berasal dari Kasepuhan. Ia adalah putra dari 

R.A.P. Tjokronegoro, Bupati Surabaya. Pada tanggal 28 Mei 1859, nama 

Kabupaten Sidokare yang memiliki konotasi kurang bagus diubah 

namanya menjadi Kabupaten Sidoarjo. 

Setelah R. Notopuro wafat tahun 1862, maka kakak almarhum pada 

tahun 1863 diangkat sebagai bupati, yaitu Bupati R.T.A.A. Tjokronegoro 

II yang merupakan pindahan dari Lamongan. Pada tahun 1883 Bupati 

Tjokronegoro pensiun, sebagai gantinya diangkat R.P. Sumodiredjo 

pindahan dari Tulungagung tetapi hanya 3 bulan saja menjabat sebagai 

Bupati karena wafat pada tahun itu juga, dan R.A.A.T. Tjondronegoro I 

diangkat sebagai gantinya. 

Di masa Pedudukan Jepang (8 Maret 1942 – 15 Agustus 1945), 

daerah delta Sungai Brantas termasuk Sidoarjo juga berada di bawah 

kekuasaan Pemerintahan Militer Jepang (yaitu oleh Kaigun, tentara Laut 

Jepang). Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah pada Sekutu. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kerajaan_Janggala
http://id.wikipedia.org/wiki/1859
http://id.wikipedia.org/wiki/Keraton_Kasepuhan
http://id.wikipedia.org/wiki/28_Mei
http://id.wikipedia.org/wiki/1859
http://id.wikipedia.org/wiki/Pendudukan_Jepang_di_Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Sungai_Brantas
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Permulaan bulan Maret 1946 Belanda mulai aktif dalam usaha-usahanya 

untuk menduduki kembali daerah ini.  

Ketika Belanda menduduki Gedangan, pemerintah Indonesia 

memindahkan pusat pemerintahan Sidoarjo ke Porong. Daerah Dungus 

(Kecamatan Sukodono) menjadi daerah rebutan dengan Belanda. Tanggal 

24 Desember 1946, Belanda mulai menyerang kota Sidoarjo dengan 

serangan dari jurusan Tulangan. Sidoarjo jatuh ke tangan Belanda hari itu 

juga. Pusat pemerintahan Sidoarjo lalu dipindahkan lagi ke daerah 

Jombang. 

Pemerintahan pendudukan Belanda (dikenal dengan nama Recomba) 

berusaha membentuk kembali pemerintahan seperti pada masa kolonial 

dulu. Pada November 1948, dibentuklah Negara Jawa Timur salah satu 

negara bagian dalam Republik Indonesia Serikat. Sidoarjo berada di 

bawah pemerintahan Recomba hingga tahun 1949. Tanggal 27 Desember 

1949, sebagai hasil kesepakatan Konferensi Meja Bundar, Belanda 

menyerahkan kembali Negara Jawa Timur kepada Republik Indonesia, 

sehingga daerah delta Brantas dengan sendirinya menjadi daerah Republik 

Indonesia.
51

 

2. Letak Geografis 

Kabupaten Sidoarjo merupakan kabupaten yang dihimpit oleh dua 

sungai yaitu Sungai Porong dan Sungai Surabaya sehingga terkenal 

sebagai kota Delta. Wilayah administrasi Kabupaten Sidoarjo terdiri 

atas wilayah daratan dan wilayah lautan. Luas wilayah daratan adalah 

sebesar 714,245 Km2 dan luas wilayah lautan berdasarkan perhitungan 

GIS sampai dengan 4 mil ke arah laut adalah sebesar 201,6868 Km2. 

Secara administratif Kabupaten Sidoarjo termasuk dalam propinsi Jawa 

Timur dengan batas administrasi sebagai berikut : 

 Sebelah Utara : Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik  

                                                           
51

 Ariansyah, Khusnul. 2014. Profil Kabupaten Sidoarjo. (Online). 

http://blog.ub.ac.id/khusnulariansyah/2014/09/24/profil-kabupaten-sidoarjo3/. 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Republik_Indonesia_Serikat
http://id.wikipedia.org/wiki/Konferensi_Meja_Bundar
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 Sebelah Timur : Selat Madura  

 Sebelah Selatan : Kabupaten Pasuruan  

 Sebelah Barat : Kabupaten Mojokerto 

Kabupaten Sidoarjo terletak antara 112,50 - 112,90 BT dan 7,30 – 

7,50 LS dan terbagi atas 18 kecamatan, 322 desa, 31 kelurahan. Untuk 

lebih jelasnya pembagian wilayah administrasi dan luas tiap kecamatan 

di Kabupaten Sidoarjo disajikan pada tabel : 

               Luas Masing-masing Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo 

NO NAMA KECAMATAN DESA KELURAHAN LUAS 

WILAYAH 

1 Sidoarjo 10 14 6.256.000 

2 Candi 24 - 4.066,80 

3 Buduran 15 - 4.102,50 

4 Porong 13 6 2.982,30 

5 Krembung 19 - 2,995,00 

6 Tulangan 22 - 3.120,50 

7 Tanggulangin 19 - 3.229,00 

8 Jabon 15 - 8.099,80 

9 Krian 19 3 3.250,00 

10 Balongbendo 20 - 3.140.00 

11 Wonoayu 23 - 3.392,00 

12 Tarik 20 - 3.606,00 

13 Prambon 20 - 3,422,50 

14 Taman 16 8 3,153,50 

15 Waru 17 - 3.032,00 

16 Gedangan 15 - 2.405,80 

17 Sedati 16 - 7.943,00 

18 Sukodono 19 - 3.267,80 

 Total 322 311 71.424,50 
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3. Demografi Kabupaten Sidoarjo 

Kependudukan merupakan faktor penting dalam proses 

perencanaan, variabelvariabel kependudukan yang dijabarkan antara lain, 

jumlah penduduk dan kepadatan penduduk Kabupaten Sidoarjo, dan 

jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Kelompok Umur. 

Jumlah Penduduk Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2010 yaitu 

sebesar 1.964.761 jiwa. Dengan wilayah kecamatan dengan jumlah 

penduduk tertinggi ada di wilayah Kecamatan Waru dengan jumlah 

penduduk sebesar 210.592 jiwa. Sedangkan wilayah Kecamatan dengan 

jumlah penduduk dengan jumlah terkecil terdapat di wilayah Kecamatan 

Jabon dengan jumlah penduduk sebesar 58.274 jiwa. Adapun kepadatan 

penduduk Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2010 yaitu 28 jiwa/Ha, yaitu 

dengan wilayah kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi 

ada di wilayah Kecamatan Waru dengan tingkat kepadatan penduduk 69 

jiwa/Ha, dan wilayah kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk 

paling rendah terdapat di wilayah Kecamatan Jabon dengan tingkat 

kepadatan penduduk sebesar 7 jiwa/Ha. Untuk lebih jelasnya jumlah dan 

tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Sidoarjo dapat di lihat pada 

tabel berikut:
52

  

Jumlah dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Sidoarjo 

No Nama Kecamatan Luas Wilayah (Ha) 

 

Jumlah Penduduk 

(jiwa) 

Kepadatan 

(jiwa/Ha) 

1 Sidoarjo 6,256.00 201,433 32 

2 Buduran 4,102.50 88,958 22 

3 Candi 4,066.80 135,434 33 

4 Porong 2,982.30 89,129 30 

5 Krembung 2,955.00 68,764 23 

                                                           
52

 Rencana program investasi infrastruktur jangka menengah kabupaten sidoarjo 2015-2019 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

40 
 

 
 

6 Tulangan 3,120.50 82,975 27 

7 Tanggulangin 3,229.00 111,231 34 

8 Jabon 8,099.80 58,274 7 

9 Krian 3,250.00 114,755 35 

10 Balongbendo 3,140.00 69,797 22 

11 Wonoayu 3,392.00 76,981 23 

12 Tarik 3,606.00 61,966 17 

13 Prambon 3,422.50 77,403 23 

14 Taman 3,153.50 202,155 64 

15 Waru 3,032.00 210,592 69 

16 Gedangan 2,405.80 120,096 50 

17 Sedati 7,943.00 91,175 11 

18 Sukodono 3,267.80 103,643 32 

 Total 71,424.50 1,964,761 28 

 

B. Jarak Toko Modern Dengan Pasar Traditional disidoarjo menurut peraturan 

Bupati Sidoarjo Nomor 36 tahun 2016 Tentang penataan minimarket di 

Sidoarjo. 

Pada prinsipnya toko modern dan pusat perbelanjaan merupakan bagian 

dari pasar modern (ritel modern). Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Peraturan 

Presiden RI No. 112 Tahun 2007 dan dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 1 

ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 

70/MDAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar 

Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern memberikan definisi 

mengenai toko modern sebagai berikut:  

Toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual 

berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, 

departement store, hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan. 

Toko modern memiliki kualifikasi khusus dalam hal sistem penjualan dan 

jenis barang yang diperdagangkan yang membedakan dirinya dengan toko 
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tradisional. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Perpres No.112/2007 

dijelaskan bahwa:  

Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Toko Modern adalah sebagai 

berikut:  

a. Minimarket, Supermarket dan Hypermarket menjual secara eceran 

barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga 

lainnya. 

b. Department Store menjual secara eceran barang konsumsi utamanya 

produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang 

berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen, dan  

c.  Perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.
53

 

Pemerintah menggunakan istilah pasar modern dengan toko modern 

sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 

53/MDAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar 

Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, mendefinisikan toko 

modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai 

jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, 

Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan. 

Sedangkan Pasar Tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan 

pembeli untuk melakukan transaksi, dalam hal mana organisasi pasar yang 

ada masih sangat sederhana, tingkat efisiensi dan spesialisasi yang rendah, 

lingkungan fisik yang kotor dan pola bangunan yang sempit. Pasar 

Tradisional dibangun dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, 

swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah. 

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 53/M-DAG/PER/12/2008 

dijelaskan bahwa pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola 

oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara dan 

badan usaha milik daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat 

usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang 
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 Peraturan Presiden RI No. 112 Tahun 2007 
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kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala 

kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar 

menawar.
54

Namun terdapat perbedaan karakteristik antara pasar tradisional 

dan pasar modern yaitu : Pasar tradisional memiliki histori yang berevolusi 

panjang, fisik gedung kurang baik, infrastruktur terbatas (lahan parkir, WC 

kurang bersih), pengelolaan oleh Pemda, pemilikan/kelembagaan milik 

masyarakat/desa atau Pemda, modalnya lemah, konsumen umumnya 

golongan masyarakat menengah kebawah, metode pembayaran tawar-

menawar dan tunai. Sedangkan Pasar Modern merupakan fenomena baru 

dimasyarakat, sisik gedung baik dan mewah, infrastruktur lengkap (AC, 

Ekskalator, Parkir, WC, cleaning service, security), pengelolaan oleh swasta, 

pemilikan/kelembagaan umumnya perorangan atau swasta, modalnya sangat 

kuat, konsumen umumnya golongan masyarakat menengah keatas, metode 

pembayaran harga pasti dan bisa tunai maupun kredit. 

Toko modern khususnya minimarket diatur dalam Perpres No. 112 Tahun 

2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan 

dan Toko Modern (“Perpres 112/2007”). Setiap toko modern wajib 

memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar serta jarak 

antara toko modern dengan pasar tradisional yang telah ada (Pasal 4 ayat (1) 

Perpres 112/2007). Mengenai jarak antar minimarket dengan pasar 

tradisional yang saling berdekatan, hal tersebut berkaitan dengan masalah 

perizinan pendirian minimarket khususnya Indomaret. 

Indomaret harus memiliki izin pendirian yang disebut dengan Izin Usaha 

Toko Modern (IUTM) yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota. Kemudian 

kewenangan untuk menerbitkan IUTM ini dapat didelegasikan kepada 

Kepala Dinas/Unit yang bertanggung jawab di bidang perdagangan atau 

pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu setempat (Pasal 11 Permendag No. 53/MDAG/PER/12/2008 Tahun 
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 Peraturan Menteri Perdagangan No. 53/M-DAG/PER/12/2008 
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2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat 

Perbelanjaan dan Toko Modern - “Permendag 53/2008”.
55

 

Sedangklan untuk wilayah kota Sidoarjo diatur dalam Peraturan Bupati 

Sidoarjo Nomor 36 tahun 2016 tentang Penataan Toko Modern Minimarket 

Kota Sidoarjo bahwa pendirian toko modern minimarket harus memenuhi 

ketentuan: 

a. Jarak antara minimarket dengan Pasar Rakyat paling dekat 500 (lima 

ratus) meter. 

b. Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pasar yang 

dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, BUMN/BUMD 

yang memiliki lokasi menetap.  

c. Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) untuk minimarket yang didirikan 

oleh koperasi atau minimarket yang terintegrasi dengan bangunan yang 

digunakan sebagai fasilitas pelayanan masyarakat atau kawasan 

perdagangan. 

d. Bangunan yang digunakan sebagai fasilitas pelayanan masyarakat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain hotel, rumah sakit, 

stasiun, terminal, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.
56

 

 Berdasarkan kelebihan toko modern, berdampak pada kondisi pasar 

traditional Larangan Candi Sidoarjo yakni berdampak pada 

perekonomian salah satunya pada penjual. 

C. Dampak Pasar Traditional terhadap pendirian toko medern di Sidoarjo 

 Sidoarjo yang dulu bahkan tidak banyak orang meliriknya, kini seakan 

menjadi kota baru yang memikat. Kawasan hunian baru yang sekarang ini, 

banyak orang tertarik, karena bebas dari ancaman banjir yang selalu 

menghantui di wilayah Sidoarjo. Apalagi saat ini, pelebaran jalan di Sidoarjo 
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 Hadi, Ilman. 2012. Ketentuan Tentang Jarak Minimarket dari Tradisional. (Online). 

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4fceff7b57828/toko-modern-mematikan-

usaha-warung-kelontong. Diakses pada 16 november 2019 
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 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Penataan Minimarket Di Kabupaten 

Sidoarjo 
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sudah final. Kenyamanan dan minat masyarakat untuk tinggal di kawasan 

Sidoarjo semakin terasa karena hadirnya berbagai real estate yang memberi 

keluasan masyarakat memilih hunian yang diinginkan. Berdirinya rukoruko, 

mall-mall, minimarket yang memudahkan para penghuni kawasan tersebut 

mencari barang-barang kebutuhan sehari-hari, menjadi salah satu pendorong 

untuk memilih Sidoarjo sebagai tempat menatap masa depan bersama 

keluarga. 

 Sidoarjo sudah menjadi salah satu primadona hunian bagi masyarakat, 

termasuk masyarakat pendatang. Berbagai fasilitas transportasi dan 

kebutuhan hidup yang bisa sangat mudah didapat dengan banyaknya 

swalayan dan pasar tradisional, menjadi salah satu alasan yang sangat logis 

dan rasional untuk tinggal. 

 Banyaknya kawasan hunian baru di Sidoarjo, dengan sendirinya juga 

menjadi pendorong perkembangan ekonomi masyarakat sekitar. Dimana 

dengan itu, lahan-lahan perekonomian baru, potensial untuk dibuka atau 

didirikan. Berdirinya mall-mall, ruko dan berbagai minimarket selain pasar-

pasar tradisional yang lebih dulu berkembang, menjadi bukti bahwa 

kehadiran kampung hunian baru tersebut, membuka potensi ekonomi baru 

bagi masyarakat sekitar.  

 Dengan adanya mall-mall dan toko modern baru tersebut, disadari atau 

tidak adalah sebagai jawaban atas perkembangan hunian-hunian baru di 

kawasan Sidoarjo tersebut. Berdirinya “toko modern” tersebut, juga 

sekaligus membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar yang turut 

mengurangi pengangguran.   

 Oleh karena itu, bagi setiap orang ketika ingin mendirikan toko modern 

seharusnya memperhatikan segala bentuk peraturan yang sudah ditetapkan 

oleh peraturan Pemerintah Bupati Sidoarjo Nomor 36 Tahun 2016 tentang 

penataan minimarket di Kabupaten Sidoarjo. 

 Dalam praktik pendirian Indomaret yang berdekatan dengan pasar 

tradisional tentu sangat mengharapkan kepada pemangku kepentingan kalau 
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mendirikan toko modern (Indomaret) tolong jangan terlalu dekat dengan 

pasar. Karena di pasar itu akses untuk mencari rejeki saudara-saudara 

pedagang dari golongan menengah ke bawah untuk menggantungkan 

hidupnya, modalnya tidak besar dan pas-pasan.
57

 

 Berdasarkan pernyataan dari Bapak Nawari sebagi Kepala Pasar 

Sidoarjo menyatakan bahwa : 

 Toko modern yang berdiri di dekat pasar larangan sidoarjo itu telah ada 

sebelum peraturan itu dibuat. Minimarket yang terletak di dekat area pasar  

larangan berdiri sejak tahun 2015 sedangkan peraturan bupati sidoarjo nomor 

36 tahun 2016 yang memuat tentang jarak belum ada pada saat minimarket 

tersebut berdiri.  

 Menurut beliau dalam kasus jarak antara toko modern dengan pasar 

tradisional larangan ini tidak mengakibatkan hukum tidak berlaku surut 

dikarenakan minimarket yang terletak di pasar larangan  terlebih dahulu 

berdiri sebelum peraturan nomor 36 tahun 2016 tentang penataan 

minimarket di kabupaten sidoarjo itu diterbitkan.
58

 

 Pendirian toko modern (Indomaret) di pasar tradisional Larangan 

jaraknya kurang lebih hanya 200 meter. adanya bangunan minimarket  yang 

berdiri di kawasan pasar, menjadi bukti pendirian toko modern berkembang 

dengan pesat. Pemerintah harus ikut campur tangan demi menegakkan 

prinsip keadilan, situasi seperti dimana ada pihak tertentu yang dilanggar 

hak dan kepentingannya atau yang dirugikan oleh pihak lain secara tidak sah. 

 Namun ada sisi positif pendirian Indomaret bagi warga atau konsumen 

yang berada di radius kurang dari 200 m2 dari pasar larangan Kabupaten 

Sidoarjo adalah dari sektor peluang tenaga kerja dan harganya yang akan 

menguntungkan warga sekitar radius Indomaret selaku konsumen.  
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 Hasil wawancara dengan Bapak kusairi  selaku  pedagang Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo. 
Pada tanggal 20 juni 2020 
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 Wancara dengan Bapak Nawari (kepala bidang pasar kabupaten sidoarjo) 19/04/2020  
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 Ketika pendirian Indomaret maka secara kalkulatif dalam satu unit 

Indomaret membutuhkan sekitar 10 hingga 20 orang dan ini merupakan 

peluang lebar bagi para warga yang belum mendapatkan pekerjaan. 

Hal positif yang lainnya adalah berkaitan dengan harga. Selama ini 

indomaret dikenal sebagai minimarket yang memasang harga terjangkau dan 

bersaing dengan harga pasar tradisional. Pastinya sangat menguntungkan 

warga sebagai konsumen yang akan menikmati perbandingan harga yang 

berfariatif dan kompetitif, memberikan banyak pilihan terhadap konsumen 

baik berupa produk atau harga. Hal inilah yang menjadikan kepuasan 

konsumen sebagai tolak ukur kesuksesan antara Indomaret dan pasar 

tradisional.  

 Di samping itu toko modern menjadi kebutuhan yang instan dan cepat 

tanpa harus adanya tawar menawar seperti yang ada di pasar tradisional. 

Pendirian Indomaret tidak dapat dibatasi, namun solusi terbaiknya adalah 

Indomaret harus menerima produk produk industri lokal seperti makanan 

ringan yang berasal dari home industry atau dapat juga melakukan 

kesepakatan antara warga dan produk-produk pertanian daerah setempat.  

 Selain itu Indomaret juga mengutamakan pelayanan konsumen yang 

diantaranya yaitu, konsumen dimudahkan dengan barang yang mereka 

butuhkan dan tempat nyaman, aman, serta pelayanan yang ramah. 

 Namun dengan adanya jarak yang berdekatan antara toko modern 

dengan pasar traditional terdapat dampak perekonomian yang menurun di 

pasar traditional salah satunya yaitu pada penjual seperti, barang dagangan 

penjual tidak laris, penjual sering mengalami kerugian berturut-turut dengan 

waktu yang berdekatan, pengannguran tenaga kerja dan pendapatan bersih 

yang diperoleh kecil.  

 Serta membawa perubahan pada kondisi pasar traditional di Kabupaten 

Sidoarjo, dengan adanya pasar modern yaitu perubahan pada jumlah 

pengunjung yang datang ke pasar traditional, jumlah barang yang di beli 
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konsumen, perubahan pada stock barang dagang yang disiapkan oleh penjual, 

jumlah karyawan yang diperkejakan dan jumlah pendapat yang diperoleh. 

 Menurut Nawari selaku dinas kepala pasar di sidoarjo mengatakan 

bahwasanya pendirian toko modern yang berjarak 200 meter dari pasar 

larang tersebut memang pada dasarny menyalahi peraturan bupati. Namun 

pembangunan toko modern tersebut telah berdiri sebelum peraturan bupati 

nomor 36 tahun 2016 tentang penataan minimarket di Sidoarjo diterbitkan.  

 Bahwa toko modern tersebut rata-rata hanya sebatas hak sewa bangunan 

dan toko modern tersebut ada sebelum adanya penerbitan peraturan bupati 

yang mengatur tentang penataan minimarket tersebut. konteks dari 

peraturan bupati itu tidak hanya dari pembatasan jarak dalam pasar itu masih 

dalam tatanan normatif, normatifnya selama prodak didalam minimarket ini 

tidak menyesuaikan dengan kondisi yang ada dengan pasar tradisional itu 

masih dimungkinkan dan diberikan toleransi untuk menciptakan kondusifitas 

persaingan jual beli dalam pasar rakyat dengan toko modern. 

 Sementara ini yang ada di asumsi masyarakat yaitu yang dianggap oleh 

kita itu yang rugi adalah pasar tradisional. Padahal, sebetulnya kondisi 

pembeli pasar tradisional itu berbeda dengan toko modern. Artinya pasar 

rakyat ini pembelinya dari kelas atas sampai bawah,  tapi kalau toko modern 

pembelinya tingkat menengah sampai keatas.  

 Sebetulnya kalo ada permohonan pengajuan pendirian toko modern yang 

tidak jauh darti pasar tradisional  maka permohonan tersebut tidak di 

berikan, kecuali toko modern ini berdiri sebelum peraturan bupati ini 

diterbitkan. Kalo dulu radius 200 meter tidak boleh mendirikan bangunan 

toko modern, sedangkan sekarang saya perlebar menjadi 500 meter.  

 Tetapi apabila toko modern yang sudah berdiri sebelum penerbitan 

peraturan bupati itu masih bisa dimungkinkan untuk beroprasi sampai 

kontrak lahanya habis.  Pasar tradisional dibagi menjadi dua pasar tradisional 

yang dikelolah pemerintah dan pasar tradisional yang dikelolah swasta. , 

berdasar hal tersebut maka suatu produk hukum seperti perda bisa saja 
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diberlaku surutkan, dengan catatan untuk ketentuan pidananya tidak ikut 

diberlaku surutkan oleh karena asas non retroaktif pada KUHP.
59
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 Wancara dengan Bapak Nawari (kepala bidang pasar kabupaten sidoarjo) 19/04/2020  
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BAB IV 

TINJAUAN FIKIH SIYASAH MALIYAH TERHADAP DAMPAK DAN 

JARAK TOKO MODERN DENGAN PASAR TRADITIONAL 

MENURUT PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 36 TAHUN 

2016 TENTANG PENATAAN MINIMARKET DI KABUPATEN 

SIDOARJO (STUDI KASUS PASAR LARANGAN) 

 

A. Dampak Jarak Minimum Minimarket Dengan Pasar Rakyat Menurut 

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Penataan 

Minimarket di Kabupaten Sidoarjo 

Persaingan toko modern dan pasar tradisional ini menjadi fenomena 

tidak asing lagi bagi kita, apalagi terjadi pada zaman sekarang, 

perkembangan zaman modern dan ilmu pengetahuan semakin pesat. Toko 

modern telah mendominasi pasar tradisional hingga mengalami kesulitan 

mendapatkan akses ekonomi, sehingga bisa mengakibatkan praktik 

monopoli dan permainan kotor para kaum kapitalis. Oleh sebab itu, 

pemerintah harus mengambil tindakan cepat untuk memproteksi 

semaksimal mungkin. 

 Menjamurnya Indomaret di Indonesia khususnya di wilayah Kota 

Sidoarjo telah mencederai pasar tradisional. Pendapatan masyarakat di 

sekitar Indomaret, secara langsung atau tidak langsung akan turun drastis 

dan mengakibatkan kerugian bagi pedagang yang ada di sekitar Indomaret. 

Untuk memperbaiki hal tersebut Indomaret perlu melakukan pembenahan 

agar tidak mencederai pasar tradisional dengan cara melihat dan mematuhi 

peraturan yang ada di wilayah Sidoarjo. 

Tidak hanya pedagang yang merasakan dampak dari pendirian 

Indomaret, tetapi juga masyarakat sebagai konsumen yang merasakan 

dampak positif terhadap pendirian Indomaret. Selama ini Indomaret 

dikenal sebagai minimarket yang memasang harga terjangkau dan bersaing 

dengan harga pasar tradisional. Pastinya sangat menguntungkan warga 
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sebagai konsumen yang akan menikmati perbandingan harga yang 

bervariatif dan kompetitif, memberikan banyak pilihan terhadap konsumen 

baik berupa produk atau harga, Indomaret juga mengutamakan pelayanan 

konsumen. Hal inilah yang menjadikan kepuasan konsumen sebagai tolak 

ukur kesuksesan antara Indomaret dan pasar tradisional 

Dalam pelaksanaan peraturan bupati sidoarjo Nomor 36 Tahun 2016 

tentang penataan minimarket di Kabupaten Sidoarjo pada pasal 4 ayat (1) 

menyebutkan bahwa jarak pendirian minimarket minimal 500 meter belum 

terlaksana dengan baik. Dikarenakan pada tempat penelitian yang 

bertempat di pasar larangan sidoarjo masih belum menaati peraturan yang 

telah berlaku. 

 

B. Tinjauan Fikih Siyasah  Terhadap Dampak Jarak Minimum Minimarket 

Dengan Pasar Rakyat Sidoarjo. 

Dengan adanya jarak yang berdekatan antara toko modern dengan pasar 

traditional terdapat dampak perekonomian yang menurun di pasar traditional 

salah satunya yaitu pada penjual seperti, barang dagangan penjual tidak laris, 

penjual sering mengalami kerugian berturut-turut dengan waktu yang 

berdekatan, pengangguran tenaga kerja dan pendapatan bersih yang diperoleh 

kecil. Serta membawa perubahan pada kondisi pasar traditional di Kabupaten 

Sidoarjo, dengan adanya toko modern yaitu perubahan pada jumlah 

pengunjung yang datang ke pasar traditional, jumlah barang yang di beli 

konsumen, perubahan pada stock barang dagang yang disiapkan oleh penjual, 

jumlah karyawan yang diperkejakan dan jumlah pendapat yang diperoleh. 

Alquran dan hadist yang mengatur secara langsung masalah baitulmal. 

Posisi baitulmal sekarang sangat penting, baitul mal merupakan lembaga 

keuangan yang pada zaman Rasullah. Baitulmal bertugas dalam mengawasi 

kekayaan Negara terutama pemasukan dan pengelolaan maupun dengan 

masalah pengeluaran dan lain lain. Baitulmal pihak yang memliki kewajiban 
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dalam tugas khusus untuk melakukan penanganan atas segala harta yang di 

miliki oleh umat dalam bentuk pendapatan maupun pengeluaran.
60

 

Baitulmal bertujuan untuk melaksanakan pembangunan Negara dan untuk 

membangun Negara yang ekonomi modern. Harta baitulmal sebagai harta 

muslim yang harus dijaga dengan pengelolaan dan pengeluaran harta. Dalam 

masa pemerintahan khalifah peruntunkan masalah masalah ekonomi apa yang 

di hadapi umat muslim. Umat muslim harus memperhitungkan dalam 

menetapkan segaian harta.
61

 Kebutuhan warganya dan Negara sebagai 

berikut: 

1. Untuk orang fakir miskin. 

2. Untuk mengingatkan profesionalisme tentara dan rangka pertahanan dan 

keamanan Negara.   

3. Untuk menigkatkan supermasi hukum.  

4. Untuk membiayai sektor pendidikan dalam rangka menciptakan sumber 

daya manusia yang bertakwa dan berilmu pengetahuan.   

5. Untuk membayar gaji pegawai dan pejabat Negara.   

6. Untuk pengembangan infrastuktur dan sarana atau prasarana fisik .  

7. Untuk meningkatkan kesehatab masyarakat.  

8. Untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan pemerataan pendapatan 

kekayaan.   

Menurut bidang Fikih Siyasah Maliyah dampak perekonomian yang 

menurun di kategorikan dalam baitul mal karena bertugas mengatur segala 

aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan 

kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-

nyiakannya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1.  Pendirian toko modern (Indomaret) disekitar pasar Larangan Kabupaten 

Sidoarjo belum sesuai dengan Peraturan bupati Sidoarjo Nomor 36 Tahun 

2016 tentang penataan minimarket di Kabupaten Sidoarjo karena hanya 

berjarak kurang dari 200 M dari pasar tradisional Larangan. 

2. Dalam tinjauan Fikih syasah maliyah pendirian minimarket (Indomaret) 

di Pasar Larangan yang terletak Di Kabupaten Sidoarjo yang berdekatan 

dengan pasar tradisional Larangan Di dalam fikih siyasah maliyah, 

pengaturanya difokuskan juga untuk kemaslahatan rakyat dengan rakyat, 

harta pemerintah atau kekuasaan. ”Sesungguhnya Allah menyuruh kamu 

menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh 

kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu 

menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang 

sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar 

lagi Maha melihat. Q.S. an-Nissa:58.  

Dalam peraturan yang dimuat dalam peraturan bupati Sidoarjo 

Nomor 36 Tahun 2016 tentang penataan minimarket tidak dilaksanakan 

dengan baik melihat fakta dilapangan terhadap imlementasi peraturan 

bupati sidoarjo tersebut. 

3. Secara etimologi fikih siyasah maliyah adalah mengatur politik keuangan. 

Permasalahan di atas bertentangan dengan teori Fiqih siyasah maliyah. 

Karena keberadaan toko modern (Indomaret) tersebut lebih banyak 

menimbulkan efek negatif (madharat) dibidang perekonomian pedagang 

ketimbang aspek maslahatnya bagi rakyat khususnya pedagan kecil yang 

ada di pasar tradisional. Serta pendirian toko modern (Indomaret) yang 

berdekatan dengan pasar tradisional itu yang lebih banyak menimbulkan 
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kerusakan ekonomi, serta bertentangan denga peraturan pemerintah. 

Walaupun belum mencapai tujuan kuat untuk timbulnya kerusakan maka 

itu diharamkan. Selain efek negatif juga terdapat efek positifnya yaitu 

toko modern mengutamakan pelayanan konsumen, harga terjangkau, 

mudah dan hemat. 

B. Saran 

1. Pendirian Indomaret di Sidoarjo hendaknya menaati Peraturan 

Pemerintah dan memperhatikan aspek maslahah dan madharatnya. 

2. Dinas pasar kota Sidoarjo sebagai dewan pengawas pasar harus lebih  

meningkatkan pengawasannya sehingga tidak terjadi penyimpangan. 

3. Bagi pembaca pada umumnya, mari kita dukung praktik pendirian yang 

bersifat legal untuk memajukan ekonomi dan membantu kesejahteraan 

umat. 
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